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        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara parsial dari Pajak 
Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), 
dan Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Provinsi Jawa Tengah. 
       Pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan data sekunder. 
Populasi dalam penelitian ini berjumlah 35 yang terdiri dari seluruh 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2016-2018. Penentuan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh yang semua populasi 
dijadikan sampel yang berjumlah 35. 
       Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama 
terdapat signifikan variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) berpengaruh 
secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah 
dengan nilai signifikan 0,000. Hipotesis kedua terdapat signifikan variabel Pajak 
Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi 
Jawa Tengah dengan nilai signifikan 0,000. Hipotesis ketiga terdapat signifikan 
variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Terhadap Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah dengan nilai signifikan 0,027. Hipotesis 
keempat tidak terdapat signifikan variabel Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah dengan nilai signifikan 
0,367. 
 
Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 





















              The purpose of this research is to knowing partially The Influence of 
Motor Vehicle Tax Notes (PKB), Motor Vehicle Name Fee (BBN-KB), and 
Surface Water Tax (PAP) Towards Local Own Revenue (PAD) In Centeral Java 
Province. 
       Data collection in this research used secondary data. The population in this 
research amount 35 consist of All Regency/City In Centeral Java Province. 
Sample determination in this research use sample saturated which all population 
to be sample. 
       The result of this research in the first hypothesis shows of Motor Vehicle Tax 
Notes (PKB), Motor Vehicle Name Fee (BBN-KB), and Surface Water Tax (PAP) 
have simultaneously toward Local Own Revenue (PAD) In Centeral Java 
Province with significance on the level of 0,000. The second hypothesis shows of 
Motor Vehicle Tax Notes (PKB) have partially toward Local Own Revenue (PAD) 
In Centeral Java Province with significance on the level of 0,000. The third 
hypothesis shows of Motor Vehicle Name Fee (BBN-KB) have partially toward 
Local Own Revenue (PAD) In Centeral Java Province with significance on the 
level of 0,027. The fourth hypothesis shows of Surface Water Tax (PAP) have no 
partially toward Local Own Revenue (PAD) In Centeral Java Province with 
significance on the level of 0,367. 
 
Key Words : Motor Vehicle Tax Notes (PKB), Motor Vehicle Name Fee 
(BBN-KB), Surface Water Tax (PAP), Towards Local Own 
Revenue (PAD) 
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A. Latar Belakang Masalah 
       Otonomi daerah yang resmi diperlakukan per 1 Januari 2001 
mengharuskan masing–masing Daerah mengelola dan mengatur daerahnya 
sendiri, Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 
mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 28 Tahun 2009). 
       Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dibagi atas provinsi, dan provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. 
Untuk menyelenggakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan 
pungutan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut di atas pemerintah 
diharapkan menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi 
kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui 
Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah 
satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada 
rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan 
Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 





 Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut oleh pemerintah 
daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah yang 
selanjutnya disebut PAD yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; 
 Pajak Daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, bahwa dalam 
rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah 
perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah (UU No. 28 Tahun 2009) 
 Pajak Daerah dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak 
Kabupaten/Kota. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB 
adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dan 
besaran tarif Pajak Kendaraan Bermotor sesusai dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi 
Jawa Tengah sebagai berikut : 15 % (satu koma lima persen) untuk 
kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi; 1,0 % (satu koma nol 
persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum; 0,5 % (nol koma lima 
persen) untuk kendaraan ambulans, pemadan kebakaran, sosial keagamaan, 
lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah; 0,2 % (nol koma dua 
persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar (Perda 
Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2017). 
 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi penerimaan daerah dinilai cukup 





memiliki kendaraan bermotor maka itu akan berdampak pula pada penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah. 
 Besaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga bersumber dari Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah 
penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak 
atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar 
menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Objek BBN-
KB adalah penyerah kepemilikan kendaraan bermotor, pengertian kendaraan 
bemotor sebagaimana yang dimaksud adalah kendaraan bermotor beroda 
beserta gandengannya, yang dioperasionalkan di air dengan ukuran isi kotor 
GT5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Dan 
dengan penetapan tarif BBN-KB sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) 
bagi penyerahan pertama dan 1% (satu persen) bagi penyerahan kedua dan 
seterusnya. Khusus untuk kendaraan bermotor alat–alat berat dan alat–alat 
besar yang tidak menggunakan jalan umum  tarif pajak ditetapkan masing-
masing sebagai berikut : Petama, Penyerahan pertama sebesar 0,75 % (nol 
kona tujuh puluh lima persen); Kedua, Penyerahan kedua dan seterusnya 
sebesar 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen), (Perda Provinsi Jawa 
Tengah No. 2 Tahun 2011). 
 Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung 
didalamnya. Sumber daya air dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Air Permukaan 
dan Air Bawah Tanah, dan setiap pemanfaatan air tersebut akan dikenakan 





nilai perolehan air permukaan sepanjang digunakan untuk kegiatan Badan 
Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan 
minyak bumi dan gas alam ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak Air Permukaan yang 
selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau 
pemanfaatan air permukaan. Pajak Air Bawah Tanag yang selanjutnya 
disingkat ABT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang 
tersapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah, Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan 
Sumber Daya Air. Pajak Air Permukaan (PAP) ditetapkan dengan 
menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, penetapan PAP 
dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah masa pajak berakhir. 
Objek PAP adalam pengambil dan/atau pemanfaatan air permukaan (PP RI 
No. 121 Tahun 2015). 
 Fenomena tentang laporan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan. Kendaraan Bermotor 
yang jumlahnya semakin meningkat menjadikan penerimaan Pajak Kendaraan 
Bermotor (PKB), serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) akan 
semakin banyak, dengan semakin banyaknya masyarakat yang membayar 
PKB dan BBN-KB maka peran PKB dan BBN-KB akan memiliki peran 
penting dan masukan yang cukup besar, namun sesuai dengan Laporan 
Evaluasi Kinerja Pelayanan Pendapatan Daerah UPPD Triwulan II Tahun 





target yang telah ditetapkan. Selain itu setiap tahunnya selalu terjadi 
tunggakan pajak kendaraan bermotor dengan prosentase rata-rata 10% dari 
total pajak yang seharusnya dibayarkan, sedangkan dari sektor Pajak Air 
Permukaan di Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami kenaikan 
yang cukup signifikan dilihat dari jumlah objek PAP dan realisasi peneriman 
yang terus meningkat, hal tersebut tentu berdampak terhadap penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
 Beberapa penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah banyak 
dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu seperti hasil dari penelitian 
Margaretha Anggraini, dkk (2015) tentang Pengaruh Penerimaan Pajak 
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap 
Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa 
Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli 
Daerah, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh 
positif terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 
Menurut penelitian Intan Gloria Kartika Waani (2016) tentang Analisis 
Efektivitas dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Tterhadap Pendapatan Asli 
Daerah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa Kontribusi Pajak Air 
Permukaan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi 
Utara adalah sangat kurang.  
 Berdasarkan uraian di atas mengingat pentingnya dari ketiga sektor 
permasalah dan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk 





(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Dan Pajak Air 
Permukaan (PAP) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi 
Jawa Tengah”. 
 
B.  Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) secara simultan 
berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa tengah? 
2. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara parsial berpengaruh 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah? 
3. Apakah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) secara 
parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa 
Tengah? 
4. Apakah Pajak Air Permukaan (PAP) secara parsial berpengaruh 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah? 
 
C. Tujuan Penelitian 
                Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini  bertujuan : 
1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Air Permukaan 
(PAP) secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 





2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara 
parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah. 
3. Untuk mengetahui pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
(BBN-KB) secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Provinsi Jawa Tengah. 
4. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Air Permukaan (PAP) secara parsial 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah. 
D. Manfaat Penelitian 
                Manfaat penelitian ini antara lain : 
1. Manfaat teoritis 
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan bukti 
empiris dan literature mengenai Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan 
terhdap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
2. Manfaat praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memerikan peningkatan pendapatan dari 
sektor Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor, dan Pajak Air Permukaan meningkat dengan melihat apakah 
ada pengaruh dari tingkatkan sektor pajak tersebut di atas terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
3. Penelitian ini dapat memberikan referensi bagi pihak-pihak yang ingin 
melakukan penelitian sejenis maupun, ingin mengetahui, menambah 





Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor, dan Pajak Air Permukaan terhdap Pendapatan Asli Daerah 



























A. Landasan Teori 
1. Pajak 
a. Pengertian Pajak 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, 
Pajak yaitu kontrobusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemamuran 
rakyat.  
b. Teori Pemungutan Pajak 
Terdapat beberapa teori yangmenjelaskan atau memberikan justifikasi 
pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak (Mardiasmo, 
2013:3) sebagai berikut : 
1) Teori Asuransi 
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak 
rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang 
diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh 








2) Teori Kepentingan 
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada 
kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan 
seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. 
3) Teori Daya Pikul 
Beban pajak untuk orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 
dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Adanya 
unsur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu : 
(a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau 
kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. 
(b) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan 
materiil yang harus dipenuhi. 
4) Teori Bakti 
Dasar keadilan pungutan pajak pada hubungan rakyat dengan 
negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus 
menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai kewajiban. 
5) Teori Assas Daya Beli 
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, artinya 
untuk menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah 
tangga negara. 
c. Fungsi Pajak 
Menurut Halim, dkk (2016:4), dalam bukunya menyatakan fungsi 





1) Fungsi Budgetair 
Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam pemerimaan 
negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi 
postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu 
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran 
rutin maupun pengeluaran pembanguanan. 
2) Fungsi Mengatur  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau 
melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan 
ekonomi.  
d. Syarat Pemungutan Pajak 
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau 
perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 
(Mardiasmo, 2013: 3) sebagai berikut : 
1) Pemungutan Pajak Harus Adil  
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-
undang dan pelaksanaan pemungutan garus adil. Adil dalam 
perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara 
umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-
masing. Sedang adil dalam pelaksaannya yakni dengan 
memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, 
penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada 





2) Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang 
Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal 
ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan, baik bagi 
negara maupun warganya. 
3) Tidak Mengganggu Perekonomian 
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan 
produksi maupun perdagangan. 
4) Pemungutan Pajak Secara Efisien 
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat 
ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
5) Sistem Pengutan Pajak Harus Sederhana 
Sistem pengutan sederhana akan memudahkan dan mendorong 
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
2. Pajak Daerah 
a. Pengertian Pajak Daerah 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah, yang 
selanjutnya disebut Pajak, adalah kontrbusi wajib kepada Daerah yang 
terutang pleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar–besarnya 
kemakmuran rakyat. Yang termasuk jenis pajak daerah salah satunya 





Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan (UU No. 
28 Tahun 2009). 
b.  Jenis Pajak Daerah (UU No. 28 Tahun 2009). 
1) Pajak Provinsi antara lain : 
a) .  Pajak Kendaraan Bermotor; 
Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan 
dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan 
Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan 
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan 
lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya 
energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 
bersangkutan, termasuk alatalat berat dan alat-alat besar yang 
dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak 
melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang 
dioperasikan di air. 
b) .  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas 
penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat 
perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang 
terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau 






c) .  Pajak Bahan Bakar Kendaraa Bermotor; 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas 
penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau 
gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Objek Pajak 
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan 
untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang 
digunakan untuk kendaraan di air. Subjek Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan 
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pemungutan Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri. 
Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum 
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Tarif Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 
(sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan 





ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah 
dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk 
kendaraan pribadi. Pemerintah dapat mengubah tarif Pajak 
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang sudah ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden. 
Kewenangan Pemerintah untuk mengubah tarif Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan dalam hal, Kewenangan 
Pemerintah untuk mengubah tarif Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor dilakukan dalam hal, diperlukan 
stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu 
paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang-
Undang ini.  
d) .  Pajak Air Permukaan; dan 
Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilandan/atau 
pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air 
yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, 
baik yang berada di laut maupun di darat. 
e) . Pajak Rokok. 
Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yangdipungut 
oleh Pemerintah. Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok, 
Rokok sebagaimana dimaksud meliputi sigaret, cerutu, dan 
rokok daun. Dikecualikan dari objek Pajak Rokok adalah 





perundang-undangan di bidang cukai. Subjek Pajak Rokok 
adalah konsumen rokok. Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha 
pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin 
berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Pajak 
Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang 
memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. 
Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah disetor ke 
rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional 
berdasarkan jumlah penduduk. Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok 
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dasar pengenaan 
Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah 
terhadap rokok. Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi 
maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 
50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan 
masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang 
berwenang. 
2) Pajak Kabupaten/Kota antara lain : 
a) .  Pajak Hotel; 
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 
hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa 
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan 





pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah 
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah 
kamar lebih dari 10 (sepuluh). Objek Pajak Hotel adalah 
pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, 
termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang 
sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk 
fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang adalah fasilitas 
telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, 
seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang 
disediakan atau dikelola Hotel. Tidak termasuk objek Pajak 
Hotel adalah jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, jasa sewa apartemen, 
kondominium, dan sejenisnya, jasa tempat tinggal di pusat 
pendidikan atau kegiatan keagamaan, jasa tempat tinggal di 
rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan 
panti sosial lainnya yang sejenis dan jasa biro perjalanan atau 
perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat 
dimanfaatkan oleh umum. Subjek Pajak Hotel adalah orang 
pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang 
pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak 
Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan 
Hotel. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah 





b) .  Pajak Restoran; 
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan 
oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan 
dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup 
juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan 
sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Objek Pajak Restoran 
adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan 
yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan 
makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, 
baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. 
idak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang 
disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak 
melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau 
Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari 
Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau 
Badan yang mengusahakan Restoran. Dasar pengenaan Pajak 
Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang 
seharusnya diterima Restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan 
paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak 
Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Restoran 






c) .  Pajak Hiburan; 
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 
Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, 
dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 
Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan 
dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud 
adalah tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau 
busana, kontes kecantikan, binaraga, pameran, diskotik, 
karaoke, klab malam, sirkus, akrobat, sulap, permainan bilyar, 
golf, boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permaianan 
ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat 
kebugaran, pertandingan olahraga. Subjek Pajak Hiburan 
adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. 
Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang 
menyelenggarakan Hiburan. Dasar pengenaan Pajak Hiburan 
adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya 
diterima oleh penyelenggara Hiburan. Tarif Pajak Hiburan 
ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). 
Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes 
kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan 
ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak 
Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh 





rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan 
paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak 
Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Hiburan 
yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan 
diselenggarakan. 
d) .  Pajak Reklame; 
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang 
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial 
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk 
menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau 
badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau 
dinikmati oleh umum. Objek Pajak Reklame adalah semua 
penyelenggaraan Reklame. Objek Pajak meliputi Reklame 
papan/billboard/videotron/megatron, Reklame kain, Reklame 
melekat, stiker, Reklame selebaran, Reklame berjalan, 
termasuk pada kendaraan, Reklame udara, Reklame apung, 
Reklame suara, Reklame film, Reklame peragaan. Subjek 
Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang 
menggunakan Reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang 
pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Dalam 
hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh 





pribadi atau Badan tersebut. Dalam hal Reklame 
diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut 
menjadi Wajib Pajak Reklame. Dasar pengenaan Pajak 
Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Dalam hal Reklame 
diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame 
ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. Dalam hal 
Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame 
dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang 
digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu 
penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. Cara 
perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. Hasil perhitungan Nilai Sewa 
Reklame ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Tarif 
Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua 
puluh lima persen). Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. Pajak Reklame yang terutang dipungut di 
wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan. 
e) .  Pajak Penerangan Jalan; 
Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga 
listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari 
sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan 
tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang 





meliputi seluruh pembangkit listrik. Dikecualikan dari objek 
Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik oleh 
instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, penggunaan 
tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh 
kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal 
balik, penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri 
dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari 
instansi teknis terkait, penggunaan tenaga listrik lainnya yang 
diatur dengan Peraturan  Daerah. Subjek Pajak Penerangan 
Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat 
menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan 
adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga 
listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, 
Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik. 
Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual 
Tenaga Listrik. Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan dalam hal 
tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, 
Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya 
beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh atau 
variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, dalam hal 
tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik 
dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan 





yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan. Tarif 
Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 
(sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain 
oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif 
Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% 
(tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan 
sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 
sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Tarif Pajak Penerangan 
Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Penerangan 
Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat 
penggunaan tenaga listrik. Hasil penerimaan Pajak Penerangan 
Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan 
jalan. 
f) .  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas 
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik 
dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk 
dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 
mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di 
dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan 
batubara. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan 





batu kapur, batu apung, batu permata, bentonite, dolomit, 
feldspar, garam batu, grafit, granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, 
magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidie, oker, pasir dan kerikil, 
pasir kuarsa, perli, phospat, talk, tanah serap, tanah diatome, 
tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit, basal, trakkit, Mineral 
Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Dikecualikan dari objek Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan 
pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-
nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan 
pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, 
pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel 
listrik/telepon, penanaman pipa air atau gas, kegiatan 
pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 
merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang 
tidak dimanfaatkan secara komersial dan pengambilan Mineral 
Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil 
Mineral Bukan Logam dan Batuan. Wajib Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan 
yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dasar 





Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan 
Batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase 
hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar 
masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai 
jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil 
pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-
masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dalam hal 
nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan 
Batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang 
ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang 
pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Tarif Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 
sebesar 25% (dua puluh lima persen). Tarif Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 
terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan 
Mineral Bukan Logam dan Batuan. Objek Pajak Parkir adalah 
penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang 
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 







g) .  Pajak Parkir; 
Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir 
di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan 
pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 
Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang 
tidak bersifat sementara. Objek Pajak Parkir adalah 
penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang 
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 
penitipan kendaraan bermotor. Tidak termasuk objek pajak 
adalah penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah, penyelenggaraan tempat Parkir oleh 
perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri, 
penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan 
perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, 
penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan 
Peraturan Daerah. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi 
atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib 
Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang 
menyelenggarakan tempat Parkir. Dasar pengenaan Pajak 
Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya 





Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh 
persen). Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah 
tempat Parkir berlokasi. 
h) .  Pajak Air Tanah; 
Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau 
pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat 
dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 
Objek  Pajak  Air Tanah adalah pengambilan dan/atau 
pemanfaatan Air Tanah. Dikecualikan dari objek Pajak Air 
Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah 
untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, 
perikanan rakyat, serta peribadatan dan pengambilan dan/atau 
pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan 
Daerah. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau 
Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air 
Tanah. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan 
yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air 
Tanah. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai 
Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan 
dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan 
sebagian atau seluruh faktor-faktor jenis sumber air, lokasi 





volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air 
dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh 
pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Besarnya Nilai 
Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati/Walikota. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling 
tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). Tarif Pajak Air Tanah 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Air Tanah yang 
terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.  
i) .  Pajak Sarang Walet; 
Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan 
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 
Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, 
yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia 
esculanta, dan collocalia linchi. Objek Pajak Sarang Burung 
Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang 
Burung Walet. Tidak termasuk objek pajak adalah 
pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kegiatan 
pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet 
lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Subjek 
Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan 
yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang 





pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau 
mengusahakan Sarang Burung Walet. Dasar pengenaan Pajak 
Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. 
Nilai Jual Sarang Burung Walet dihitung berdasarkan 
perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet 
yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume 
Sarang Burung Walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet 
ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif 
Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di 
wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan 
Sarang Burung Walet. 
j) .  Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 
pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi 
yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah 
kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang 
ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau 
perairan pedalaman dan/atau laut. Objek Pajak Bumi dan 





Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan 
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah 
alan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan 
seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan 
suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut, jalan tol, 
kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, 
dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang 
minyak, air dan gas, pipa minyak, dan menara. Objek Pajak 
yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan adalah objek pajak yang digunakan oleh 
Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, 
digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di 
bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 
nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh 
keuntungan, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, 
atau yang sejenis dengan itu, merupakan hutan lindung, hutan 
suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah 
penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara 
yang belum dibebani suatu hak, digunakan oleh perwakilan 
diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal 





internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri 
Keuangan. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh 
juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Nilai Jual Objek Pajak 
Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Subjek 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 
orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu 
hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi,  
dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat 
atas Bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara 
nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh 
manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau 
memperoleh manfaat atas Bangunan. Dasar pengenaan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. 
Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk 
objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai 
dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP 
dilakukan oleh Kepala Daerah. Tarif Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 
sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan 





tahun kalender. Saat yang menentukan pajak yang terutang 
adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. 
Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang 
meliputi letak objek pajak. Pendataan dilakukan dengan 
menggunakan SPOP. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, 
dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada 
Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek 
pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 
tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak. Berdasarkan 
SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT. Kepala Daerah 
dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal SPOP tidak 
disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis 
oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat 
Teguran, berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain 
ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah 
pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh 
Wajib Pajak. 
k) .  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas 
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak 
atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa 
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah 





Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas  tanah, termasuk hak 
pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana 
dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan 
bangunan. Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 
meliputi pemindahan hak karena (jual beli, tukar menukar, 
hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau 
badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan 
peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan 
putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, 
penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan 
hadiah), pemberian hak baru karen kelanjutan pelepasan hak 
dan di luar pelepasan hak. Hak atas tanah adalah hak milik, hak 
guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas 
satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Objek pajak yang 
tidak dikenakan  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
adalah objek pajak yang diperoleh perwakilan diplomatik dan 
konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, negara untuk 
penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan 
pembangunan guna kepentingan umum, badan atau perwakilan 
lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan 





melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau 
perwakilan organisasi tersebut, orang pribadi atau Badan 
karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan 
tidak adanya perubahan nama, orang pribadi atau Badan 
karena wakaf, dan orang pribadi atau Badan yang digunakan 
untuk kepentingan ibadah. Subjek Pajak Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan 
yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Wajib 
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah 
orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah 
dan/atau Bangunan. Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. 
Nilai Perolehan Objek Pajak dalam hal jual beli adalah harga 
transaksi, tukar menukar adalah nilai pasar, hibah adalah nilai 
pasar, hibah wasiat adalah nilai pasar, waris adalah nilai pasar, 
pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah 
nilai pasar, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan 
adalah nilai pasar, peralihan hak karena pelaksanaan putusan 
hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai 
pasar, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari 
pelepasan hak adalah nilai pasar, pemberian hak baru atas 
tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar, penggabungan 





pemekaran usaha adalah nilai pasar, hadiah adalah nilai pasar; 
dan/atau penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga 
transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. Jika Nilai 
Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah 
daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi 
dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar 
pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan 
Bangunan. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena 
Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 
(enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal 
perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima 
orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah 
dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu 
derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk 
suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
ditetapkan paling rendah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah). Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% 
(lima persen). Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di 





terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan ditetapkan untuk jual beli adalah sejak tanggal 
dibuat dan ditandatanganinya akta, tukar-menukar adalah sejak 
tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, hibah adalah sejak 
tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, hibah wasiat adalah 
sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, waris adalah 
sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan 
haknya ke kantor bidang pertanahan, pemasukan dalam 
perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal 
dibuat dan ditandatanganinya akta, pemisahan hak yang 
mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan 
ditandatanganinya akta, putusan hakim adalah sejak tanggal 
putusan pangadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap, pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari 
pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat 
keputusan pemberian hak, pemberian hak baru di luar 
pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat 
keputusan pemberian hak, penggabungan usaha adalah sejak 
tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, peleburan usaha 
adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, 
pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan 
ditandatanganinya akta, hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan 





penunjukkan pemenang lelang. Pejabat Pembuat Akta Tanah 
atau Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan 
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak 
menyerahkan bukti pembayaran pajak. Kepala kantor yang 
membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat 
menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah 
dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti 
pembayaran pajak. Kepala kantor bidang pertanahan hanya 
dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran 
peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan 
bukti pembayaran pajak. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris 
dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara 
melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak 
atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling 
lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Tata cara 
pelaporan bagi pejabat diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 
Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang 
membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar 
ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 
Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 
pelanggaran. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala 
kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang 





denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 
untuk setiap laporan. Kepala kantor bidang pertanahan yang 
melanggar ketentuan dikenakan sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
c.  Subjek Pajak  
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan 
Pajak (UU No. 28 Tahun 2009). 
d.  Wajib Pajak  
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran 
pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai 
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang–undangan perpajakan daerah (UU No. 28 Tahun 2009). 
e. Masa Pajak 
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalenderatau jangka 
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 
(tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang (UU No. 
28 Tahun 2009). 
f. Tahun Pajak 
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang 






g. Pajak Yang Terutang 
Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun 
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah (UU No. 28 Tahun 2009). 
h. Pemungutan 
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan 
besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan 
pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta 
pengawasan penyetorannya (UU No. 28 Tahun 2009). 
i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak 
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah 
(UU No. 28 Tahun 2009). 
j. Surat Pemberitahuan Objek Pajak 
Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, 
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data 





sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah (UU No. 28 Tahun 2009). 
k. Surat Setoran Pajak Daerah 
Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah 
(UU No. 28 Tahun 2009). 
l. Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok 
pajak yang terutang (UU No. 28 Tahun 2009). 
m. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat 
SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang 
kepada Wajib Pajak (UU No. 28 Tahun 2009). 
n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah 





o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan (UU 
No. 28 Tahun 2009). 
p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat 
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok 
pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak 
terutang dan tidak ada kredit pajak (UU No. 28 Tahun 2009).  
q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih 
besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang 
(UU No. 28 Tahun 2009). 
r. Surat Tagihan Pajak Daerah 
Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda (UU No. 28 Tahun 2009). 
s. Surat Keputusan Pembetulan 
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 





dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, 
Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan (UU 
No. 28 Tahun 2009). 
t. Surat Keputusan Keberatan 
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan ataskeberatan 
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh 
Wajib Pajak (UU No. 28 Tahun 2009). 
u. Putusan Banding 
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak 
(UU No. 28 Tahun 2009). 
v. Pembukuan 
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 





meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah 
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi 
untuk periode Tahun Pajak tersebut (UU No. 28 Tahun 2009). 
w. Jasa 
Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan 
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan (UU No. 28 Tahun 
2009). 
x. Jasa Umum 
Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan (UU No. 28 
Tahun 2009). 
y. Jasa Usaha 
Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karenapada dasarnya 
dapat pula disediakan oleh sektor swasta (UU No. 28 Tahun 2009). 
z. Perizinan Tertentu 
Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 





sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu 
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan (UU No. 28 Tahun 2009). 
aa. Retribusi Daerah 
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 
untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (UU No. 28 Tahun 
2009). 
bb. Wajib Retribusi 
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 
tertentu (UU No. 28 Tahun 2009). 
cc. Masa Retribusi 
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan (UU No. 
28 Tahun 2009). 
dd. Surat Setoran Retribusi Daerah 
Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah 





cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 
Kepala Daerah (UU No. 28 Tahun 2009). 
ee.  Surat Ketetapan Retribusi Daerah 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
pokok retribusi yang terutang (UU No. 28 Tahun 2009). 
ff.   Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang (UU No. 28 Tahun 2009). 
gg. Surat Tegihan Retribusi Daerah 
Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 
administratif berupa bunga dan/atau denda (UU No. 28 Tahun 2009). 
hh. Pemeriksaan 
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi 





peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah 
(UU No. 28 Tahun 2009). 
ii. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah 
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang 
terjadi serta menemukan tersangkanya (UU No. 28 Tahun 2009). 
3. Pendapatan Daerah 
a. Definisi Pendapatan Daerah 
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak 
daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran yang bersangkutan. 
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
a. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Undang–Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber 
dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah (UU No. 33 Tahun 
2004). 
b. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 





1) Pajak Daerah; 
2) Retribusi Daerah; 
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 
4) Lain-lain PAD 
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri dari : 
1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 
2) Jasagiro;  
3) Pendapatan bunga; 
4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 
5) Komosi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 
penjualan dan / atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh daerah. 
c. Bagi Hasil Pajak Daerah 
Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah Provinisi Jawa Tengah bahwa bagi hasil 
pajak daerah yaitu hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten 
atau Kota sebesar 30% (tiga puluh persen). Dengan pembagian 60% 
(enam puluh persen) secara proposional berdasarkan potensi atau 
realisasi pendapatan dan sebesar 40% (empat puluh persen) secara 
tertimbang. Sedangkan, bagi hasil pajak daerah dari penerimaan Pajak 
Air Permukaan doserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50% 
(lima puluh persen). Dengan pembagian sebesar 70% (tujuh puluh 





pendapatan dan sebesar 30% (tiga puluh persen) secara tertimbang. 
Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya 
pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan PAP 
dimaksud diserahkan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan 
sebesar 80% (delapan puluh persen), (Perda Provinsi Jawa Tengah 
No. 2 Tahun 2011).  
d. Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penelitian ini adalah 
data Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah pada 
tahun 2016-2018. 
3.  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
a. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah 
Pajak atas kepemilikan dan/atau pengusuan kendaraan bermotor (UU 
No. 28 Tahun 2009). 
b. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah orang pribadi, Badan 
atau Intansi Pemerintah, yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan 







c. Tanggung Jawab Atas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 
Yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB (UU No. 28 Tahun 
2009), antara lain : 
1) Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya 
dan/ atau ahli warisnya; 
2) Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya; 
3) Untuk Instansi Pemerintah adalah pejabat pengguna anggaran atau 
kuasa pengguna anggaran. 
d. Perhitungan Dasar Pengenaan PKB 
Perhitungan dasar pengenaan PKB sesuai Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, ditetapkan berdasaran perkalian dari 2 (dua) unsur pokok : 
1) Nilai Jual Obyek Pajak (NJKB) dan; 
2) Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan 
dan/ atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan 
bermotor, (UU No. 28 Tahun 2009). 
e. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, tarif PKB ditetapkan 
sebesar : 
1) 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama 
kendaraan bermotor pribadi; 





3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam 
kebakaran, social keagamaan, Instansi Pemerintah; 
4) 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat 
berat dan alat-alat besar (Perda Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 
2011). 
f. Tarif Progresif 
Dalam pasal 9 Perda Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2017 
dikenakan tarif progresif dengan ketentuan : 
1) Kepemilikan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor pribadi 
roda 2 (dua) yang dikategorikan 200 (dua ratus) cc keatas, roda 3 
(tiga) dan roda 4 (empat), dikenakan tarif secara progresif (Perda 
Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2017); 
2) Besarnya tarif progresif sebagi berikut : 
a) Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen); 
b) Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen); 
c) Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen); 
d) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma 
lima persen). 
3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau 
alamat yang sama; 
a) Tata cara pelaksanaan pengenaan tarif progresif ditetapkan 






g. Indikator Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
Indikator PKB dalam penelitian ini adalah data PKB di Badan 
Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-
2018. 
4. Bea Balik Nama Kendaraan  Bermotor (BBN-KB) 
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
a. Definisi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah pajak atau 
penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian 
dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena 
jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam 
badan usaha (Perda Provinsi Jawa Tengah No. 13 Tahun 2015). 
b. Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) 
Subjek BBN-KB adalah orang pribadi, Badan atau Instansi 
Pemerintah, yang memiliki dan / atau menguasai kendaraan bermotor 
(UU No. 28 Tahun 2009). 
c. Tanggung Jawab Atas Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor (BBN-KB) 
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 





atas pembayaran PKB (Perda Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 
2011), antara lain : 
1) Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya 
dan / atau ahli warisnya; 
2) Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya; 
3) Untuk Instansi Pemerintah adalah pejabat pengguna anggaran/ 
kuasa pengguna anggaran. 
d. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) 
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, tarif BBN-KB ditetapkan 
sebesar : 
1) Penyerahan pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen); 
2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen); 
3) Untuk kendaraan bermotor alat–alat berat dan alat–alat besar tidak 
menggunakan jalan umum tarif pajak yang ditetapkan 0,75% (nol 
koma tujuh puluh lima persen) untuk penyerahan pertama, dan 
0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk penyerahan 
kedua dan seterusnya. 
e. Perhitungan Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
(BBN-KB), (Perda Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2011). 
Penghitungan dasar pengenaan BBN-KB sesuai Peraturan Daerah 





Provinsi Jawa Tengah, ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) 
unsur pokok : 
1) Nilai Jual Obyek Pajak (NJKB) dan; 
2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan 
dan/ atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan 
bermotor. 
f. Indikator Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam penelitian ini 
adalah data BBN-KB di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi 
Jawa Tengah pada tahun 2016–2018. 
Dari Definisi di atas maka dapat disimpulkan pengertian Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor termasuk dalam Pajak Daerah yang 
kontribusinya berpengaruh cukup besar. 
5. Pajak Air Permukaan (PAP) 
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
a. Definisi Pajak Air Permukaan (PAP) 
Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan/atau 







b. Subjek Pajak Air Permukaan (PAP) 
Subjek Pajak Air Permukaan (PAP) adalah orang pribadi atau Badan 
yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. 
Wajib Pajak Air Permukaan adalah rang pribadi atau Badan yang 
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan (UU 
No. 28 Tahun 2009). 
c. Yang dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan (PAP) 
Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan air permukaan 
untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikan 
rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, dan 
pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan 
perkeebunan rakyat, kehutanan rakyat, usaha sosial, instansi 
pemerintah, tempat ibadah, pemadam kebakaran dengan tetap 
memperhatikan kelestarian lingkungan (UU No. 28 Tahun 2009). 
d. Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan (PAP) 
Nilai Pajak Air Permukaan (PAP) dinyatakan dalam rupiah yang 
dihitung dengan mempertimbangkan sebagaian atau seluruh faktor-
faktor berikut : 
1) Jenis sumber air permukaan; 
2) Lokasi sumber air permukaan; 
3) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 






5) Kualitas air permukaan; 
6) Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air 
permukaan; 
7) Musim pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan; 
8) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan 
dan/atau pemanfaatan air permukaan (Perda Provinsi Jawa Tengah 
No. 2 Tahun 2011). 
e. Besaran nilai perolehan air permukaan 
Besaran nilai perolehan air permukaan sepanjang digunakan untuk 
kegiatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang 
memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas 
alam ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan (Perda Provinsi Jawa Tengah No. 2 
Tahun 2011). 
f. Tarif Pajak Air Permukaan (PAP) 
Hasil perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan ditetapkan dengan 
Peraturan Gubernur yaitu sebesar 10% (sepuluh persen), (Perda 
Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2011). 
g. Masa dan Terutang Pajak Air Permukaan (PAP) 
PAP dikenakan untuk masa PAP 1 (satu) bulan kalender. Tahun Pajak 
adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun 





SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan (Perda Provinsi Jawa 
Tengah No. 2 Tahun 2011). 
h. Penetapan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) 
Penetapan PAP bagi obyek yang telah terdaftar dilakukan paling 
lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Pemungutan PAP 
dilarang diborongkan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajian 
perpajakan berdasarkan penetapan Gubernur dibayar dengan 
menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan (Perda 
Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2011). 
i. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan (Perda Provinsi Jawa Tengah 
No. 2 Tahun 2011). 
1) Pajak Air Permukaan (PAP) dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari kerja sejak diterbitkannya SKPD, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, 
yang menyebabkan jumlah PAP yang harus dibayar bertambah; 
2) Atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan 
yang ditentukan, Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada 
Wajib Pajak untuk menunda pembayaran PAP dengan dikenakan 
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan; 
3) Pembayaran PAP dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau 
ditempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur; 
4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan penundaan PAP yang 





5) Untuk Wajib Pajak yang melakukan tunggakan pembayaran 
dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda 
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima 
belas) bulan sejak saat terutangnya PAP. 
 
B. Studi Penelitian Terdahulu 
         Dari penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi 
bahan acuan. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 
Tabel 2.1 
Studi Penelitian Terdahulu 
No Peneliti Judul Penelitian 
Alat 
Analisa 




















Hasil Penelitian ini pengujian 
hipotesis secara parsial dapat 
diketahui bahwa PKB 
berpengaruh terhadap PAD 
Provinsi Kalimatan Selatan 
periode 2003-2012 karena 
jumlah kendaraan di 
Kalimantan Selatan 
Mengalami Peningkatan, dan 
hasil pengujian hipotesis 
secara parsial dapat diketahui 
bahwa BBN-KB tidak 
berpengaruh terhadap PAD 
Provinsi Kalimantan Selatam 
besar namun pendapatan 
BBN-KB menyumbang PAD 
masih kecil. Sehingga 
meskipun jumlah motor yang 
beredar dijalan banyak namun 
besarnya BBN-KB 
tergantung transaksi jual beli 
motor dan BBN-KB tidak 







Pada penelitian ini 






dkk (2015) Kendaraan 









PKB berpengaruh signifikan 
terhadap PAD dengan nilai 
hasil uji t 8,489 yang lebih 
besar dari t tabel senilai 
1,69092 dan nilai Sig t 
sebesar 0,00 lebih kecil dari 
0,05. 
Sedangkan, BBN-KB tidak 
berpengaruh positif namun 
tetap signifikan terhadap 
PAD dengan nilai uji t -0,095 
yang lebih kecil dari t tabel 
senilai 1,69092, dan nilai Sig 








dan Bea Balik 
Nama Kendaraan 
Bermotor (BBN-










Hasil penelitian ini yaitu 
secara parsial PKB dan BBN-
KB berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap PAD di 
Kabupaten Pidie, dengan nilai 
koefisiens determinasi (R2) 
sebesar 0,776 menunjukkan 
bahwa variabel PAD di 
Kabupaten Pidie dapat 
dijelaskan oleh variabel PKB 
dan BBN-KB sebesar 77,6% 
dan selebihnya sebesar 22,4% 
dijelaskan oleh variabel lain 
di luar penelitian ini. Nilai 
koefisien korelasi (R) sebesar 
0,881 menggambarkan bahwa 
variabel PKB dan BBN-KB 
mempunyai hubungan yang 
sangat kuat atau erat dengan 
variabel PAD di Kabupaten 



















Kontribusi Pajak Air 
Permukaan terhadap 
penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah Provinsi Sulawesi 
Utara adalah sangat kurang. 
Hal tersebut menunjukkan 
bahwa Pemerintah Daerah 
Provinsi Sulawesi Utara dalan 
hal ini adalah Dinas 







kurang serius dalam 
memperhatikan, 
memanfaatkan, faktor-faktor 
yang lain yang 
mempengaruhi penerimaan 















Jumlah penerimaan Pajak 
Kendaraan Bermotor selama 
tahun 2011-2014 memberikan 
kontribusi yang cukup besar 
setiap tahunnya sehingga hal 
ini mempengaruhi jumlah 
penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah yang diterima 
Provinsi Sulawesi Utara. Data 
hasil penelitian yang telah 
diolah, maka diperoleh 
jumlah rata-rata Pendapatan 
Asli Derah selama Tahun 
2011-2014 sebesar Rp. 
43.998.155.500,- kemudian 
untu rata-rata penerimaan 
Pajak Kendaraan Bermotor 
berjumlah Rp. 
17.279.891.500,- dan 
presentase nilai rata-rata 
kontribusi yaitu sebesar 
39,05%.  
Sumber : Penelitian Terdahulu 
       Dari tabel studi penelitian terdahulu tentang Pendapatan Asli Daerah 
dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini dalam penelitian Ruslinda 
Agustina, dkk (2015) menggunakan variabel independen Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. sedangkan pada 
penelitian Intan Gloria Kartika Waani (2016) menggunakan variavel 
independen Pajak Air Permukaan. Perbedaan dalam penelitian ini 
menggabungkan dari ketiga variabel independen tersebut yaitu Pajak 






Permukaan. Selain itu perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu pada 
tahun dan objek penelitian. Objek penelitian ini dilaksanakan pada seluruh 
Unit Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah se-Jawa Tengah pada tahun 2016-
2018. 
 
C. Kerangka Pemikiran 
       Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting yang dinilai 
sebagai tingkat kemandiriaan pemerintah di bidang keuangan. Pajak Daerah 
yang diminta termasuk di dalamnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor 
(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Air 
Permukaan (PAP) akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
karena pada dasarnya PAD bersumber dari : Pajak Daerah, Retribusi 
Daerah, Hasil Pengelolaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.  
       Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di wilayah Jawa 
Tengah, maka semakin banyak pula masyarakat yang membayar Pajak 
Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
(BBN-KB), namun setiap tahunnya selalu adanya tunggakan pajak 
kendaraan bermotor rata-rata 10% dari total potensi pajak yang seharusnya 
dibayarkan. Hal ini berdampak pada PAD Provinsi Jawa Tengah. 
       Pajak Air Permukaan (PAP) yang juga merupakan salah sumber 
penerimaan PAD Provinsi Jawa Tengah, Pajak Air Permukaan merupakan 





air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah, tidak 
termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun di darat. Secara 
sederhana Pajak Air Permukaan dapat ditafsirkan sebagai pajak yang 
dikarenakan untuk pengambilan air sungai, danau, waduk, dan sebagainya.  
Dari tahun ke tahun penerimaan PAP di Provinsi Jawa Tengah semakin 
meningkat hal itu sejalan dengan berkembangnya tempat wisata ataupun 
perhotelan yang memanfaatkan air permukaan, serta semakin meningkatnya 
objek PAP dari sektor usaha air dalam kemasan. Hal ini tentu berkaitan 
dengan PAD (Perda Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2011). 
       Dengan suatu landasan dimaksudkan agar dalam pembahasan masalah 
mempunyai arah yang pasti dan acuan yang jelas dalam penyelesaiannya. 
Kerangka pemikiran menggambarkan hubung dari variabel independent, 
dalam hal ini adalah Pajak Kendaraan Bermotoe (X1), Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor (X2), Pajak Air Permukaan (X3), dan variabel 













Adapun kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut : 
 
   
 






D. Perumusan Hipotesis 
Hipotesis merupakan suatu ide untuk mencari fakta yang harus 
dikumpulkan. Hipotesis adalah suatu pernyataan sementara atau dengan 
yang paling memungkinkan yang masih harus dicari kebenarannya. 
Mengacu pada perumusan masalah, penelitian terdahulu, dan kerangka 
pemikiran tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 










Bermotor                      
(X1) 
Bea Balik Nama 
Kendaraan 
Bermotor                      
(X2) 
Pajak Air 


























: Pengaruh secara sendiri-sendiri (parsial) 







H1  : Diduga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) 
secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
H2 : Diduga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
H3 : Diduga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) 
berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 
H4 : Diduga Pajak Air Permukaan (PAP) berpengaruh terhadap 


















A. Pemilihan Metode 
        Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016 : 8) “metode kuantitatif 
adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, 
digunakan untuk meneliti populasu atau sampel tertentu, pengumpulan data 
menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantutatif atau 
statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan”. 
 
B. Lokasi Penelitian 
       Lokasi penelitian ini dulakukan pada Badan Pengelola Pendapatan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 1 
Semarang. 
 
C. Teknik Pengambilan Sampel 
1. Populasi  
       Menurut Sekaran,dkk (2017:54) Populasi merupakan keseluruhan 
kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal yang ingin diinvestigasi oleh 
peneliti.  
Populasi dalam penelitian ini adalah  35 Unit Pengelolaan Pendapatan 









No Nama UPPD 
1 Kota Semarang 
2 Kota Salatiga 
3 Kabupaten Semarang 
4 Kabupaten Kendal 
5 Kabupaten Demak 
6 Kota Surakarta 
7 Kabupaten Sukoharjo 
8 Kabupaten Klaten 
9 Kabupaten Boyolali 
10 Kabupaten Sragen 
11 Kabupaten Karanganyar 
12 Kabupaten Wonogiri 
13 Kabupaten Pati 
14 Kabupaten Kudus 
15 Kabupaten Jepara 
16 Kabupaten Rembang 
17 Kabupaten Blora 
18 Kabupaten Grobogan 
19 Kota Pekalongan 







21 Kabupaten Batang 
22 Kan Pemalang 
23 Kota Tegal 
24 Kabupaten Tegal 
25 Kabupaten Brebes 
26 Kabupaten Banyumas 
27 Kabupaten Cilacap 
28 Kabupaten Purbalingga 
29 Kabupaten Banjarnegara 
30 Kota Magelang 
31 Kabupaten Magelang 
32 Kabupaten Kebumen 
33 Kabupaten Purworejo 
34 Kabupaten Temanggung 
35 Kabupaten Wonosobo 
   Sumber : data olahan penelitian 
2. Sampel 
       Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
pupulasi tersebut (Sugiyono, 2016:81). Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. 
Menurut Sugiyono (2016:85) sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel 





sampel yang ada dalam penelitian ini adalah semua anggota populasi yang 
berjumlah 35. 
 
D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
1. Definisi Konseptual 
        Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau mengubah nilai. 
Nilai dapat berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang 
sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda, 
Sekaran, dkk (2017:77). Berdasarkan pendapat di atas maka dalam 
penelitian ini adalah : 
a) Pendapatan Asli Daerah (Y) 
Undang–Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber 
dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.  
b) Pajak Kendaraan Bermotor (X1) 
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak 
Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pajak Kendaraan Bermotor yang 
selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau 






c)  Bea Balik Nama Kendaraan (X2) 
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 
2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah pajak atau penyerahan hak 
milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau 
perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar 
menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha 
(Perda Provinsi Jawa Tengah No. 13 Tahun 2015). 
d) Pajak Air Permukaan (X3) 
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 
2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan 
dan/atau pemanfaatan air permukaan (Perda Provinsi Jawa Tengah 









2. Operasional Variabel  
       Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak Kendaraan 
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air 
Permukaan. Berikut operasional variabel dalam penelitian ini : 
Tabel 3.2 
Operasional Variabel 







Pajak daerah + 
Retribusi daerah + 
Hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang 
dipisahkan + lain-lain 
pendapatan asli daerah 
yang sah 
Badan Pusat Statistik 






























Provinsi Jawa Tengah 
Rasio 
Sumber : Data Olahan, 2020 
 
E. Metode Pengumpulan Data 
         Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Menurur Sekaran dkk, (2017:130) data sekunder mengacu pada informasi 





merupakan internal atau eksternal organisasi dan diakses melalui internet, 
penelusuran dokumen, atau publikasi informasi. 
       Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untk mengumpulkan data 
adalah metode dokumentasi dengan mencatat dan menelusuri data Pajak 
Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air 
Permukaan pada situs Realtime Display PAD Online Provinsi Jawa Tengah 
2016-2018. 
   Data penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang sudah ada dan 
tidak harus dikumpulkan oleh peneliti (Sekaran dkk, 2017:G12). 
 
F. Metode Pengolahan Data 
       Teknik pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 
statistical package for social science (SPSS) ver 22 dan dengan perhitungan 
secara pengelompokan. 
 
G. Teknis Analisis Data dan Uji Hipotesis 
1. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
      Uji normalitas untuk mengetahui apakah variabel dependent, 
independent atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau 
tidak. Model regresi yang baik jika dapat berdistribusi normal atau 
mendekati normal (Umar, 2015). Uji yang digunakan yaitu uji 
Kolmogorov Smirnov. Kriteria dalam model regresi adalah jika 





normal/perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi si atas 0,05 
maka data terdistribusi normal/tidak terjadi perbedaan yang signifikan. 
b. Uji Multikolinearitas 
      Menurut Ghozali (2016:103) menyatakan uji multikolinearitas 
bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 
korelasi antara variabel bebas (independent). Tidak terjadi korelasi 
diantara variabel independen menjadi model yang baik. Jika variabel 
tersebut saling berkorelasi, maka variabel–variabel ini tidak ortogonal, 
variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 
independen sama dengan nol merupakan variabel ortogonal. 
      Salah satu cara untuk mendeteksi tidak atau adanya 
multikolinearitas dalam model regresi adalah dapat dilihat dengan nilai 
inflation factor (VIF) dan nilai tolerance yang umum dipakai adalah 
nilai VIF ≥ 10 atau sama dengan nilai Tolerance ≤ 0,10.  
c. Uji Heterokedastisitas 
      Uji heterokedastisitas adalah keadaan yang mana dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual pada satu pengamatan 
yang lain. Model regresi yang baik adalah tak terjadi heterokedastisitas. 
(Romie Prisyastama, 2017:125). Uji heterokedastisitas dalam penelitian 
ini dilihat pada residual terhadap variabel dependent yang yang 
distandarisasi. Dengan dasar pengambilan keputusan yaitu jika ada pola 
tertentu, seperti titik–titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang 





heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik–titik 
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 
terjadi heterokedastisitas. 
d. Uji Autokorelasi 
       Uji autokorelasi adalah terdapat korelasu antar residual pada 
periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi 
yang baik adalah yang tidak terdapat autokorelasi. Metode pengajuan 
dilakukan dengan uji Durbin-Watson (Romie Prisyastama, 2017:1131). 
Dasar pengambilan keputusan : 
DU < dw < 4-DU maka diterima yang berarti tak terjadi autokorelasi, 
DW < DL atau DW > 4-DL maka ditolak yang berarti terjadi 
autokorelasi. 
DL < DW < DU atau 4-DU < DW < 4-DL berarti tidak ada kesimpulan 
yang pasti. 
      Nilai DU dan DL dapat diperoleh dengan tabel statistic Durbin 
Watson. Dengan n=11 dan k=2 maka didapatkan nilai DL = 0,7798 dan 
DU = 1,60439 sehingga nilai 4-DU = 2,39561 dan 4-DL – 3,242. 
2. Analisis Regresi Linier Berganda 
      Regresi linier berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya 
pengaruh antara dua variabel independen terhadap satu variabel dependen 
dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel 






3. Uji Hipotesis 
1. Uji t (Uji Parsial) 
       Uji t bertujuan untuk melihat secara parsial apakah ada pengaruh 
signifikan dari variabel terikat Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 
variabel bebas yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Air Permukaan. 
Untuk menguji hipotesis ini digunakan uji statistik t dengan kriteria 
pengambilan keputusan sebagai berikut : 
i. Nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel dependen. 
ii. Nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak. Hal ini 
menunjukkan variabel independen tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel dependent 
4. Analisis Koefisiensi Determinasi R2 
      Menurut Sugiyono (2012:97), Koefisiensi Determinasi = R2 (Koefisien 
korelasi pangkat dua) ialah besarnya sumbangan / andil (share) dari X 
terhadap variasi (naik turunnya) Y. Nilai Koefisien determinasi ini dapat 
dihitung dengan formula sebagai berikut : 
KD = r2 X 100% 
Keterangan : 







HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lembaga 
1. Gambaran Umum Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi 
Jawa Tengah 
Berawal dari terbitnya kebijakan desentrialisasi merupakan 
landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintah di 
daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat 
Pemeritahan Pusat, Pemerintahan Provinsi, maupun Pemerintah 
Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini berimplikasi pada peubahan 
beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-
kewenangan tersebut yang pada gilirannya menuntut dilakukannya 
penataankelembagaan Pemerintah di daerah. Penataan kelembagaan 
pemerintah daerah merupakan konsekuensi logis dari perubahan 
mendasar sistem pemerintahan daerah sebagaimana digariskan dalam 
kebijakan desentralisasi. 
Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah 
daerah,  Dasar penataan kelembagaan adalah pada Peraturan Pemerintah 
 Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 
yang di dalamnya mengatur mengenai jumlah dinas, badan, dan lembaga 
teknis serta sub-sub struktur yang menjadi bagian dari Satuan Kerja 





bila hanya berpatokan pada ketentuan dalam PP No. 8 Tahun 2003, 
melalui perhitungan scoring dalam menentukan apakah suatu unit perlu 
dipertahankan, diubah, atau dihapuskan. Secara yuridis   formal,  
 penataan   kelembagaan   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
 Tentang  Pemerintahan  Daerah, kebijakan  tersebut  membawa 
konsekuensi  logis  bagi perubahan sistem pemerintahan di daerah yang 
sangat mendasar. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah Provinsi, termasuk hubungan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak lagi bersifat hierarki yang 
berjenjang, tetapi setiap pemerintah daerah  berkedudukan sebagai daerah 
otonom. Begitu pula dalam distribusi dan alokasi kewenangan antara 
 pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota mengalami pergeseran 
dan perubahan. Peraturan  perundang-undangan  inti  yang  secara 
 langsung  mengatur  mengenai organisasi  perangkat daerah (UU No. 32 
Tahun 2004).  
Berdirinya Lembaga SKPD Badan Pengelola Pendapatan Daerah 
(BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah,  Pada mulanya  adalah bernama 
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah 
dengan tugas melakukan pemungutan, penghimpunan serta Pengelolaan 
di bidang Pendapatan Daerah untuk keperluan Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Jawa Tengah. 
Dasar pembentukan/berdirinya Badan Pengelola Pendapatan 





Jawa Tengah tanggal 22 Agustus 2019 dengan Nomor 061/44 Tahun 
2019 Kedudukan  dan Susunan Organisasi dan Tugas Pokok Badan 
Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah dan 
pada saat itu berkedudukan di bawah Sekretariat Daerah. Sesuai dengan 
di namakan organisasi, Badan Pengelola Pendapatan Daerah 
(BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah telah mengalami beberapa kali 
perubahan nomenklatur yaitu : 
1. Pertama Kelembagaan DIPENDA dibentuk berdasarkan Surat 
Keputusan  Gubernur Kepala Daerah  Tingkat I Jawa Tengah Nomor 
Huk. G.23/2/18 Tanggal 11 Oktober 1968 tentang Pembentukan Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I   Jawa Tengah; 
2. Fase kedua mengalami perubahan dengan mendasarkan Peraturan 
Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1981 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah 
Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah; 
3. Fase ketiga DIPENDA dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah; 
4. Fase ke empat DIPENDA dibentuk berdasarkan Perda Prov. Jateng 
Nomor  3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa 
Tengah Nomor  7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, 





5. Fase ke lima, Nomenklatur kelembagaan DIPENDA berubah dengan 
nama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) 
melalui dengan berdasarkan pada Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 
6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Provinsi Jawa Tengah (dalam Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 
Seri E Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 8) 
antara lain mengatur perubahan nomenklatur kelembagaan DIPENDA 
menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) 
Provinsi Jawa Tengah, Perda ini merupakan perubahan atas Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan 
Organisasi DIPENDA. 
6. Fase ke lima, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 6 Tahun 2008 Tanggal 7 Juni 2008 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2) maka 
terbentukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi 
Jawa Tengah. 
7. Fase ke enam, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah 
Nomor 061/44 Tahun 2019 Tanggal 22 Agustus 2019 perubahan 
nomenklatur menjadi Badan Pengelola Pendapatan Daerah 






2. Visi dan Misi 
Visi : 
Menjadi dinas yang transparan dan akuntabel didukung oleh pelayanan 
prima dalam mewujudkan optimalisasi pendapatan dan pengelolaan aset 
daerah yang berdaya guna. 
Misi : 
1. Meningkatkan kualitas SDM; 
2. Mengembangkan implementasi teknologi informasi; 
3. Meningkatkan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur; 
4. Meningkatkan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik; 
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana; 
6. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah; 
7. Mengintensifkan dan mengekstensifkan pemungutan retribusi daerah 
dan pendapatan lain-lain; 
8. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah; 
9. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah. 
3. Kebijakan Mutu  
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
berkomitmen mewujudkan pelayanan prima dengan cara melakukan 
perbaikan pengelolaan pendapatan daerah secara berkesinambungan. 
Slogan Pelayanan : 





4. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi 
Jawa Tengah 
Struktur Organisasi Sruktur organisasi merupakan suatu cara 
pembagian tugas pekerjaan yang kemudian dikelompokkan serta 
dikoordinasikan secara formal dan dapat diartikan kerangka kerja formal 
organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-
bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Struktur organisasi yang baik 
berusaha mewujudkan keserasian dan keharmonisan kerja. Struktur 
organisasi merupakan sistem yang harus dilaksanakan oleh manajer untuk 
menggerakkan aktivitas untuk mewujudkan kesatuan tujuan. Struktur 
organisasi harus selalu dievaluasi untuk memastikan konsistensinya dalam 
pelaksanaan operasi yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan 
sekarang. (Robbins dan Coulter, 2007:284), Dari pengertian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa Struktur Organisasi adalah bentuk hubungan orang dan 












Struktur Organisasi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah 




Sumber BAPRNDA Prov. Jateng 
5. Tugas Pokok Badan Pengelola Pendapatan Daerah Prov. Jateng : 
Berdasarkan Pergub Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi 
Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi 
penunjang urusan pemerintah bidang keuangan sub fungsi pendapatan 
yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksankan tugas Badan 





a. Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pendapatan Daerah 
yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 
b. Melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang Pendapatan yang 
bersifat lintas Kabupaten/Kota. 
c. Melaksanakan kewenangan Kab/Kota di bidang Pendapatam Daerah 
yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Provinsi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
d. Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada 
Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
6. Fungsi Badan Pengelola Pendapatan Asli Daerah Prov. Jateng 
Berdasarkan Pergub Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) 
Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur 
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan sub 
fungsi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksankan 
tugas Badan Pengelola Pendapatan Daerah melaksanakan tugas pokok : 
1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan 
Daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur; 
2. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitas, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendapatan Daerah; 
3. Pelaksanaan penyelenggaraan pungutan daerah dan pusat yang 





4. Pelaksanaan peningkatan dan fasilitas pendapatan daerah; 
5. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitas pungutan daerah di Jawa Tengah; 
6. Pelaksanaan pengaturan teknis pungutan daerah dan pungutan pusat 
yang urusannya diserahkan kepada Provinsi; 
7. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hokum, 
hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta umum dan 
perlengkapan. 
7. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) Badan 
Pengelola Pendapatan Asli Daerah Prov. Jateng Periode 2014 – 2018. 
Peningkatan penerimaan pajak daerah yang terdiri dari Pajak 
Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
(BBNKB), Dan Pajak Air Permukaan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 














Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD/Samsat se Jawa Tengah 
No Kabupaten/Kota 
Tahun 
2016 2017 2018 
1 Kota Semarang    654.723.238.950    654.204.191.275      691.484.475.575  
2 Kota Salatiga 49.117.999.350 49.891.373.875 52.728.553.525 
3 Kabupaten Semarang 100.469.371.725 120.698.748.450 149.887.283.275 
4 Kabupaten Kendal 82.958.263.350 95.864.739.525 103.296.776.875 
5 Kabupaten Demak 77.261.079.475 86.920.743.250 105.975.818.825 
6 Kota Surakarta 190.829.855.825 210.500.147.825 224.684.729.475 
7 Kabupaten Sukoharjo 90.197.749.700 102.939.299.975 121.254.165.775 
8 Kabupaten Klaten 127.510.682.475 144.997.158.325 159.823.241.450 
9 Kabupaten Boyolali 84.552.322.250 91.213.923.150 99.821.192.025 
10 Kabupaten Sragen 99.959.379.250 110.317.106.025 122.326.548.825 
11 Kabupaten Karanganyar 96.219.187.075 111.637.475.350 120.456.970.600 
12 Kabupaten Wonogiri 71.891.212.600 82.888.779.850 94.688.052.675 
13 Kabupaten Pati 119.541.893.300 137.047.463.750 157.766.198.125 
14 Kabupaten Kudus 107.336.230.775 121.546.224.275 135.208.970.575 
15 Kabupaten Jepara 93.247.770.500 110.134.042.875 120.274.247.525 
16 Kabupaten Rembang 52.823.579.175 61.057.455.725 65.622.082.325 
17 Kabupaten Blora 58.738.884.850 63.813.886.425 71.107.225.125 
18 Kabupaten Grobogan 84.846.189.750 97.980.153.175 111.485.063.900 
19 Kota Pekalongan 58.625.302.875 65.624.781.650 74.145.301.550 
20 Kab Pekalongan 49.294.592.175 56.295.845.750 65.145.269.500 
21 Kabupaten Batang 48.977.297.450 55.323.675.175 63.779.120.100 
22 Kan Pemalang 78.218.868.350 89.601.503.725 100.553.952.550 
23 Kota Tegal 46.686.396.650 54.280.467.475 64.917.151.025 
24 Kabupaten Tegal 75.483.521.725 84.030.656.900 94.559.194.725 
25 Kabupaten Brebes 98.653.820.900 119.120.781.775 122.543.928.775 
26 Kabupaten Banyumas 135.288.249.050 159.077.962.250 173.475.627.175 
27 Kabupaten Cilacap 132.108.591.975 149.906.920.450 164.019.395.050 
28 Kabupaten Purbalingga 68.063.576.000 74.742.850.450 81.897.542.825 
29 Kabupaten Banjarnegara 55.524.490.675 60.218.591.325 65.361.150.250 
30 Kota Magelang 50.153.799.250 60.139.248.825 58.461.355.175 
31 Kabupaten Magelang 77.722.307.375 95.576.065.750 108.097.218.875 
32 Kabupaten Kebumen 75.924.676.150 85.276.819.475 93.482.993.425 
33 Kabupaten Purworejo 53.512.101.300 60.988.380.475 68.669.672.225 
34 Kabupaten Temanggung 54.183.426.550 60.175.493.025 65.079.309.650 
35 Kabupaten Wonosobo 52.608.046.525 60.514.134.250 66.069.975.725 











2016 2017 2018 
1 Kota Semarang    522.335.954.025   22.335.954.025    569.498.675.075  
2 Kota Salatiga 30.761.662.500 29.660.434.000 34.576.774.000 
3 Kabupaten Semarang 94.865.458.400 100.383.938.575 115.530.375.000 
4 Kabupaten Kendal 79.861.273.475 90.282.330.050 101.321.512.500 
5 Kabupaten Demak 97.064.769.750 103.886.392.900 126.720.842.500 
6 Kota Surakarta 121.104.343.250 127.379.969.500 139.597.619.500 
7 Kabupaten Sukoharjo 93.084.823.400 94.262.878.600 109.483.998.000 
8 Kabupaten Klaten 112.198.984.750 111.505.787.000 125.522.827.000 
9 Kabupaten Boyolali 78.750.501.000 76.432.346.750 88.106.562.400 
10 Kabupaten Sragen 78.807.431.650 76.581.243.000 94.253.653.000 
11 Kabupaten Karanganyar 78.446.463.900 82.385.891.900 94.393.519.000 
12 Kabupaten Wonogiri 49.418.878.150 48.091.473.000 57.005.441.650 
13 Kabupaten Pati 103.291.184.500 108.413.482.225 134.429.544.050 
14 Kabupaten Kudus 86.207.440.050 93.049.186.200 109.601.394.000 
15 Kabupaten Jepara 89.887.576.300 100.759.052.425 112.405.852.775 
16 Kabupaten Rembang 41.575.743.275 47.409.341.200 55.527.185.550 
17 Kabupaten Blora 40.596.635.750 39.170.204.775 45.346.438.925 
18 Kabupaten Grobogan 72.283.817.950 84.332.271.025 103.627.891.000 
19 Kota Pekalongan 34.229.883.775 35.886.342.025 39.570.527.100 
20 Kab Pekalongan 56.951.479.025 66.344.549.350 69.757.870.000 
21 Kabupaten Batang 50.373.472.375 63.567.286.500 68.575.045.000 
22 Kan Pemalang 82.560.336.600 89.532.246.025 95.545.763.875 
23 Kota Tegal 34.003.586.500 38.078.777.750 39.226.145.000 
24 Kabupaten Tegal 105.377.138.750 110.110.423.850 112.128.925.500 
25 Kabupaten Brebes 102.302.088.900 100.313.092.500 98.024.413.750 
26 Kabupaten Banyumas 114.856.206.425 114.481.642.000 131.094.451.925 
27 Kabupaten Cilacap 115.022.235.150 116.149.456.500 135.523.442.150 
28 Kabupaten Purbalingga 50.063.988.775 49.647.295.000 53.743.624.875 
29 Kabupaten Banjarnegara 45.376.472.675 45.961.565.200 51.555.430.000 
30 Kota Magelang 23.077.218.325 19.241.206.600 20.698.549.525 
31 Kabupaten Magelang 71.190.628.850 74.373.302.000 89.462.972.600 
32 Kabupaten Kebumen 59.070.899.250 57.228.820.275 65.404.958.525 
33 Kabupaten Purworejo 39.097.063.750 39.248.462.375 45.296.108.025 
34 Kabupaten Temanggung 37.120.913.250 34.924.008.900 44.031.378.000 
35 Kabupaten Wonosobo 37.974.282.075 39.808.520.000 46.773.962.500 






Penerimaan Pajak Air Permukaan di UPPD/Samsat se Jawa Tengah 
No Kabupaten/Kota 
Tahun 
2016 2017 2018 
1 Kota Semarang         308.519.600         444.077.750           744.575.800  
2 Kota Salatiga 27.949.300 34.131.135 44.387.825 
3 Kabupaten Semarang 952.489.539 1.073.395.376 1.095.571.798 
4 Kabupaten Kendal 25.475.000 28.807.000 35.592.000 
5 Kabupaten Demak 107.648.000 138.655.450 168.910.000 
6 Kota Surakarta 58.574.850 59.691.100 49.199.050 
7 Kabupaten Sukoharjo 127.948.000 143.781.000 194.807.500 
8 Kabupaten Klaten 141.405.000 384.463.000 469.324.000 
9 Kabupaten Boyolali 51.297.997 81.091.413 145.269.722 
10 Kabupaten Sragen 29.255.200 21.331.050 13.550.100 
11 Kabupaten Karanganyar 213.601.470 227.865.850 300.652.823 
12 Kabupaten Wonogiri 334.448.634 369.453.991 382.859.606 
13 Kabupaten Pati 49.593.500 57.588.000 60.365.000 
14 Kabupaten Kudus 13.591.000 11.460.015 11.121.400 
15 Kabupaten Jepara 0 0 0 
16 Kabupaten Rembang 15.143.460 52.908.435 67.372.830 
17 Kabupaten Blora 50.030.000 54.826.525 56.831.150 
18 Kabupaten Grobogan 325.532.002 779.845.369 673.092.137 
19 Kota Pekalongan 0 0 0 
20 Kab Pekalongan 86.328.250 177.199.000 200.699.100 
21 Kabupaten Batang 40.814.000 63.567.286.500 215.680.000 
22 Kan Pemalang 194.501.000 134.093.600 146.650.500 
23 Kota Tegal 0 0 0 
24 Kabupaten Tegal 60.527.100 164.272.055 241.973.495 
25 Kabupaten Brebes 78.432.250 213.566.745 197.951.140 
26 Kabupaten Banyumas 447.088.498 492.126.929 545.021.260 
27 Kabupaten Cilacap 1.817.382.945 1.837.769.678 1.980.861.158 
28 Kabupaten Purbalingga 19.112.300 20.318.000 200.660.200 
29 Kabupaten Banjarnegara 2.939.150.277 2.913.672.271 2.615.471.346 
30 Kota Magelang 11.198.400 32.142.610 48.540.700 
31 Kabupaten Magelang 2.952.000 145.048.023 541.675.825 
32 Kabupaten Kebumen 536.935.130 634.277.341 747.282.712 
33 Kabupaten Purworejo 22.464.325 25.898.955 65.166.075 
34 Kabupaten Temanggung 11.333.850 83.465.910 220.826.100 
35 Kabupaten Wonosobo 150.293.955 464.608.623 501.405.351 







B. Analisis Data dan Pembahasan  
1. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas  
       Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 
Data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara 
normal atau tidak. Uji Normalitas data dapat dilakukan dengan 
menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. Pada uji Kolmogorov-Smirnov 
dasar pengambilan keputusan dengan melihat nilai signifikan. Jika nilai 
signifikan lebih kecil dari 0,05 maka distribusi data tidak normal 
begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS didapat 
hasil sebagai berikut : 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 





Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation ,98547138 
Most Extreme Differences Absolute ,067 
Positive ,067 
Negative -,041 
Test Statistic ,067 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 





 Berdasarkan hasil analisis uji normalitas menggunakan 
Kolmogorov-Smirnov Test pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa 
variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai Asymp. Sig (2-tailed) 
sebesar 0,200 > alpha 0,05 yang berarti data terdistribusi normal. Pada 
pengujian normalitas pada regresi berganda, nilai sig dari ke 4 (empat) 
variabel tersebut dalam bentuk satu nilai. Hal tersebut ditandai dengan 
dilakukannya transformasi data dalam bentuk standardized untuk 
kemudian diuji normalitas dan menghasilkan standardizer residual. 
b. Uji Multikolonearitas 
 Uji Multikolonieritas adalah untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 
independen. 
 Uji Multikolinieritas dengan munggunakan uji TOL (Tolerance) 
dan VIF (Variance Inflation Factors) dilakukan dengan melihat nilai 
tolerance ≥ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 maka tidak terkena 

















1 (Constant)   
PKB ,041 24,231 
BBNKB ,041 24,246 
PAP ,991 1,009 
a. Dependent Variabel: PAD 
 
Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa untuk semua 
variabel independen yaitu PKB dan BBN-KB memiliki nilai tolerance 
kurang dari 0,10 sedangkan PAP memiliki nilai tolerance lebih dari 
0,10 dan nilai VIF lebih besar dari 0,10 yang berarti model regresi tidak 
terkena gejala Multikolinearitas. 
c. Uji Heterokedastisitas 
 Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah varian 
dari variabel pada model regresi sama atau tidak. Yang diharapkan 
adalah variasi variabelnya sama (homoskedastisitas). Penyebab adanya 
gejala heterokedastisitas antara lain adanya pengaruh dari kurva 
pengalaman yang menyebabkan semakin menurunnya tingkat 
kesalahan, adanya peningkatan perekonomian yang menyebabkan 
semakin beragam kondisi variabel yang berhubungan dengan 
perekonomian serta adanya teknik pengambilan data yang membuat 





menggunakan uji statistik Glejser dilakukan dengan melihat masing-
masing variabel independen memiliki nilai sig. > alpha 0,05 (dengan 
dependen variabel yang sudah ditransform) maka model regresi tidak 
terkena gejala heterokedastisitas (varian data homogen). Berdasarkan 
hasil analisis uji Glejser menunjukkan hasil sebagai berikut : 
         Tabel 4.6 





Coefficients T Sig. 





 8,912 ,000 
PKB 1,550 ,344 ,640 4,509 ,000 
BBNKB ,978 ,436 ,318 2,242 ,027 
PAP 11,505 12,696 ,026 ,906 ,367 
a. Dependent Variabel: PAD 
 
       Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan hasil nila Sig. varialbel PKB 
sebesar 0,000 < alpha 0,05 dan Sig. variabel BBN-KB sebesar 0,027 < 
alpha 0,05 yang berarti model regresi terkena gejala heterokedastisitas, 
untuk variabel PAP menunjukkan nilai Sig. sebesar 0,367 > alpha 0,05 
yang berarti model regresi tidak terkena gejala heterokedastisitas. 
d. Uji Autokorelasi 
 Uji Autokorelasi digunakan bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 





Dalam uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson. 
Berdasarkan hasil perhitungan SPSS didapat sebagai berikut : 
 Tabel 4.7 







       Berdasarkan dari perhitungan dengan program SPSS menggunakan 
uji Durbin Watson diperoleh hasil sebesar 1,243 dengan jumlah 
variabel bebas sebanyak 3 dan tingkat signifikansi 5%. Dengan variabel 
3 variabel independen dan n = 105 diketahui nilai dL 1,6237, nilau dU 
1,7411 maka dapat dirumuskan dL<DW<dU. Berikutnya nilai dari 
1,6237<1,243 <1,7411 sehingga dapat disimpulkan bahwa model 
regresi tidak mengandung gejala autokorelasi.  
2. Analisis Regresi Linear Berganda 
       Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel bebas terhadap 
variabel terikat maka alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi 








a. Predictors: (Constant), PAP, PKB, BBNKB 


















PKB 1,550 ,344 ,640 
BBNKB ,978 ,436 ,318 
PAP 11,505 12,696 ,026 
a. Dependent Variabel: PAD 
 
       Berdasarkan table 4.4 menunjukkan hasil regresi linear berganda 
diperoleh koefisien untuk variabel independen X1 = 1,550, X2 = 0,978. X3 
= 11,505 dengan konstanta 99.271. Sehingga diperoleh model persamaan 
regresi : 
Y = α + β1X1 + β1X2 + β1X3 + e 
Y = 99.271.789.634,4 + 1,550 X1 + 0,978 X2 + 11,505 X3 + e 
       Berdasarkan model regresi tersebut dapat dijelaskan : 
b. Nilai konstanta sebesar 99.271.789.634,4 artinya apabila semua 
variabel independen (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan) tidak dimasukkan ke 






c. Nilai koefisien regresi sebesar 1,550 menunjukkan setiap 
peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1 satuan dapat 
menyebabkan penurunan pengeluaran sebesar 1,550 satuan; 
d. Nilai koefisien regresi sebesar 0,978 menunjukkan bahwa setiap 
peningkatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1  satuan dapat 
menyebabkan peningkatan pengeluaran sebesar 0,978 satuan; 
e. Nilai koefisien regresi sebesar 11,505 menunjukkan setiap 
peningkatan Pajak Air Permukaan sebesar 1 satuan dapat 
menyebabkan peningkatan  pengeluaran sebesar 11,505 satuan. 
3. Uji Hipotesis 
a. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji f) 
        Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen 
atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 
bersama-sama terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan 
keputusan yang digunakan dalam uji F ini adalah dengan cara quick 
look, yaitu dengan melihat nilai F, pengujian ini menggunakan 
signifikansi level (α=5%). Berdasarkan hasil perhitungan SPSS didapat 











Hasil Uji f 
                 ANOVAa 
Model F Sig. 
1 Regression 366,906 ,000b 
Residual   
Total   
a. Dependent Variabel: PAD 
b. Predictors: (Constant), PAP, PKB, BBNKB 
 
       Dari hasil uji statistik f pada tabel 4.5 dapat dilihat dari nilai 
signifikansi 0,000 < 0,05 maka hipotesis diterima. 
b. Uji Hipotesis Secara Parsila (Uji t) 
       Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 
satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 
variabel independen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan test 
signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS didapat hasil 
sebagai berikut : 
Tabel 4.10 
Hasil Uji t 
Coefficientsa 
Model t Sig. 
1 (Constant) 8,912 ,000 
PKB 4,509 ,000 
BBNKB 2,242 ,027 
PAP ,906 ,367 






       Berdasarkan uji statistik t pada tabel 4.10 diketahui bahwa : 
1) Variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X1) mempunyai nilai 
signifikansi sebesar 0,000<0,05 maka hipotesis diterima; 
2) Variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) mempunyai 
nilai signifikansi sebesar 0,027<0,05 maka hipotesis diterima; 
3) Variabel Pajak Pajak Air Permukaan (X3) mempunyai nilai 
signifikansi sebesar 0,367>0,05 maka hipotesis ditolak. 
4. Uji Koefisiensi Determinasi (R2) 
       Menurut Sugiyono (2012:97), Koefisiensi Determinasi = R2 
(Koefisien korelasi pangkat dua) ialah besarnya sumbangan / andil (share) 
dari X terhadap variasi (naik turunnya) Y. Berdasarkan hasil perhitungan 
SPSS didapat hasil sebagai berikut : 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Koefisiensi Determinasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 
,957a ,916 ,913 
73195697829,1
69 
a. Predictors: (Constant), PAP, PKB, BBNKB 
b. Dependent Variabel: PAD 
       Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahu nilai Adjusted R Square adalah 
0,913. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Kendaraan Bermotor, 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan 
berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 91,3% sedangkan 






        Berdasarkan hasil analisis data maka dapat di uraikan pembahasan dalam 
penelitian ini sebagai berikut : 
1. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli 
Daerah.  
        Dalam penelitian ini variabel Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan berpengaruh secara 
simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil 
perhitungan F test diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000<0,05, sehingga 
hipotesis diterima yang artinya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan berpengaruh secara 
simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah.  
2. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli 
Daerah. 
        Dalam penelitian ini variabel Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh 
signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan 
dengan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 
0,000<0,05 sehingga hipotesis diterima yang artinya Pajak Kendaraan 
Bermotor secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
        Hasil ini sejalan dengan penelitian Margaretha Anggraini, dkk (2015) 
yang menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh 





ini dikarenakan meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor 
menyebabkan kenaikan pada pendapatan asli daerah. Pertumbuhan pesat 
jumlah kendaraan bermotor yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan 
ternyata diikuti juga dengan pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan 
bermotor, dan setiap tahun pemilik motor wajib membayar PKB sehingga 
PKB tersebut. Penerimaan PKB tersebut merupakan penghasilan dari pajak 
daerah yang ikut serta mempengaruhi PAD sehingga dapat disimpulkan 
semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor di provinsi Sumatera 
Selatan maka penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor akan semakin 
berpengaruh terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
3. Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap 
Pendapatan Asli Daerah. 
        Dalam penelitian ini variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini 
dibuktikan dengan hasil pehitungan uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 
0,027<0,05 sehingga hipotesis diterima artinya Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
        Hasil ini sejalan dengan penelitian Rakhmad Rinaldi, dkk (2015) yang 
menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pidie. Hal ini dikarenakan 
Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pidie selama 






4. Pengaruh Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
        Dalam penelitian ini variabel Pajak Air Permukaan tidak berpengaruh 
secara parsila terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan dengan 
hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,367>0,05 sehingga hipotesis 
ditolak artinya Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh secara parsial 
terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
        Hal ini sejalan dengan penelitian Intan Gloria, dkk (2016) yang 
menyatakan bahwa  Kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah sangat kurang. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 
dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah dinilai telah kurang serius 
dalam memperhatikan, memanfaatkan, dan mengoptimalkan sumber-sumber 
penerimaan yang tergolong dalam objek Pajak Air Permukaan serta faktor-


















       Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan 
pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
(BBN-KB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) secara simultan 
berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa 
Tengah, diterima. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) 
memiliki peranan yang besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah, mengingat dijaman sekarang sekarang kemajuan kendaraan 
bermotor sangatlah pesat, entah itu kendaraan bermotor pribadi ataupun 
kendaraan bermotor umum. Kendaraan yang jumlahnya semakin 
meningkat maka akan semakin banyak pula penerimaan dari Sektor Pajak 
Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
(BBN-KB). Sedangkan dari tahun ke tahun obyek Pajak Air Permukaan 
semakin banyak hal itu tentu turut mempengaruhi kenaikan dari segi 
penerimaan pajaknya. Sehingga hal ini menyebabkan Pajak Kendaraan 





Pajak Air Permukaan (PAP) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) 
2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara parsial berpengaruh terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah, diterima. 
Penerimaan pajak kendaraan bermotor, dan setiap tahun pemilik motor 
wajib membayar Pajak Kendaraan Bermotor tersebut. Penerimaan PKB 
tersebut merupakan penghasilan dari pajak daerah yang ikut serta 
mempengaruhi PAD sehingga dapat disimpulkan semakin banyaknya 
jumlah kendaraan bermotor di provinsi Jawa Tengah maka penerimaan 
Pajak Kendaraan Bermotor akan semakin banyak. Sehingga hal ini 
menyebabkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh signifikan 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) secara parsial 
berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa 
Tengah, diterima. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
(BBN-KB) karena masyarakat yang membeli kendaraan bermotor bekas 
mereka akan melakukan proses balik nama kendaraan menjadi 
kepemiliki atas nama mereka selaku pemilik baru. Sehingga hal ini 
menyebabkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) 
berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
4. Pajak Air Permukaan (PAP) secara parsial tidak berpengaruh terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah, ditolak. masih 





terdaftar untuk menjadi wajib pajak obyek air permuakaan, serta 
kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah untuk pemanfaat air 
permukaan. Sehingga hal ini menyebabkan Pajak Air Permukaan (PAP) 
tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka selanjutnya peneliti 
menyampaikan saran sebagai berikut :  
1. Hasil penelitian ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan 
meningkat apabila memperhatikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), untuk lebih 
memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah 
daerah dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan 
cara menciptakan inovasi-invosi baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan 
Bermotor guna mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat dan guna 
memperkecil piutang pajak kendaraan bermotor; 
2. Hasil penelitian ini yang menyatakan Pajak Air Permukaan (PAP) tidak 
berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih banyaknya 
obyek air permukaan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak air 
permukaan hal ini turut mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), diketahui untuk menjadi wajib pajak air permukaan maka 
harus memiliki Surat Izin Usaha dari Pemerintah Kabupaten/Kota 
setempat dan pajak air permukaan dipungut oleh Pemerintah Provinsi, 





Surat Izin Usaha sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota 
bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi guna melakukan survey objek 
baru dan kepengurusan Surat Izin Usaha; 
3. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan menggunakan metode 
campuran (mix method) kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian, dimana 
metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan hasil yang diperoleh dari 
metode kuantitatif sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang sesuai 
dengan kondisi sebenernya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
menambah variabel dan memperluas jangkauan sampel penelitian agar 
tidak hanya terbatas pada satuan kerja Jawa Tengah tetapi dapat juga 
satuan kerja perangkat daerah di wilayah lainnya. 
 
C. Keterbatasan Penelitian 
1. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu sampel yang digunakan baru 
Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota, sehingga 
penelitian ini memungkinkan adanya perbedaan hasil dan kesimpulan 
apabila dilakukan dengan Provinsi yang lebih dari satu; 
2. Penelitian ini mempunyai keterbatasan variable, dimana variabel yang 
diteliti hanya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Air Permukaan (PAP). 
Sedangkan masih ada variabel lain dalam pajak daerah yaitu Pajak 
Rokok dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); 
3. Penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam tahun penelitian yang 





4. Penelitian ini juga mempunyai keterbatasan hanya berfokus pada Pajak 
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Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tenga Tahun 2016-2018. 
No Kabupaten/Kota 
Tahun 
2016 2017 2018 
1 Kota Semarang 1,491,645,899,000 1,791,886,379,000 1,786,944,057,000 
2 Kota Salatiga 240,058,811,000 218,442,435,000 212,305,596,000 
3 Kabupaten Semarang 318,536,052,000 417,417,849,000 362,012,449,000 
4 Kabupaten Kendal 265,298,572,000 404,911,989,000 333,509,818,000 
5 Kabupaten Demak 287,457,501,000 309,612,407,000 275,726,614,000 
6 Kota Surakarta 425,502,777,000 527,544,225,000 453,507,548,000 
7 Kabupaten Sukoharjo 363,163,428,000 464,567,410,000 300,348,518,000 
8 Kabupaten Klaten 224,197,409,000 371,520,334,000 351,774,343,000 
9 Kabupaten Boyolali 292,310,032,000 388,014,880,000 290,489,406,000 
10 Kabupaten Sragen 297,176,334,000 404,555,766,000 293,218,865,000 
11 Kabupaten Karanganyar 301,307,803,000 415,142,563,000 317,469,444,000 
12 Kabupaten Wonogiri 218,604,854,000 333,840,435,000 227,465,151,000 
13 Kabupaten Pati 322,001,601,000 428,374,750,000 320,819,026,000 
14 Kabupaten Kudus 291,805,516,000 366,031,204,000 319,049,890,000 
15 Kabupaten Jepara 322,509,753,000 331,060,969,000 325,195,315,000 
16 Kabupaten Rembang 234,168,365,000 318,049,266,000 280,604,454,000 
17 Kabupaten Blora 183,649,910,000 280,047,450,000 191,752,934,000 
18 Kabupaten Grobogan 299,211,314,000 440,456,236,000 303,906,239,000 
19 Kota Pekalongan 178,602,065,000 192,002,871,000 190,122,968,000 
20 Kab Pekalongan 310,572,581,000 305,394,299,000 360,506,567,000 
21 Kabupaten Batang 209,920,641,000 219,807,129,000 235,062,509,000 
22 Kan Pemalang 275,432,414,000 425,893,267,000 255,453,703,000 
23 Kota Tegal 287,342,174,000 306,830,656,000 298,131,841,000 
24 Kabupaten Tegal 316,051,190,000 375,531,165,000 399,909,505,000 
25 Kabupaten Brebes 339,156,063,000 528,836,444,000 356,089,882,000 
26 Kabupaten Banyumas 541,418,387,000 619,701,628,000 586,340,721,000 
27 Kabupaten Cilacap 428,598,350,000 645,815,098,000 420,596,424,000 
28 Kabupaten Purbalingga 251,813,614,000 355,859,003,000 256,528,113,000 
29 Kabupaten Banjarnegara 221,048,385,000 297,485,382,000 198,878,253,000 
30 Kota Magelang 220,315,849,000 233,557,714,000 217,823,794,000 
31 Kabupaten Magelang 288,485,680,000 403,561,237,000 354,246,627,000 
32 Kabupaten Kebumen 219,016,321,000 443,608,863,000 347,309,619,000 
33 Kabupaten Purworejo 255,599,242,000 298,606,496,000 267,294,598,000 
34 Kabupaten Temanggung 281,328,149,000 308,466,748,000 241,191,967,000 
35 Kabupaten Wonosobo 199,894,767,000 309,170,756,000 205,810,311,000 








        Rincian Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tenga Tahun 2016-2018 
 
No Kabupaten/Kota Jenis 
Tahun 
2016 2017 2018 
1 Kota Semarang 
Pajak Daerah 1,006,487,473 1,231,515,124 1,200,570,000 
Retribusi Daerah 123,215,026 85,744,858 158,292,572 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
52,309,979 28,491,561 43,522,174 
Lain-lain PAD yang Sah 309,633,421 446,134,836 384,559,311 
Total PAD 1,491,645,899 1,791,886,379 1,786,944,057 
2 Kota Salatiga 
Pajak Daerah 48,281,112 49,698,269 45,000,000 
Retribusi Daerah 13,318,993 10,436,392 8,689,258 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
16,923,585 10,187,798 11,545,512 
Lain-lain PAD yang Sah 161,535,121 148,119,976 147,067,826 
Total PAD 240,058,811 218,442,435 212,302,596 
3 Kabupaten Semarang 
Pajak Daerah 105,768,322 168,523,226 131,587,345 
Retribusi Daerah 26,867,595 30,911,873 32,674,016 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
10,524,862 23,016,451 16,880,737 
Lain-lain PAD yang Sah 175,375,273 194,966,299 180,870,351 
Total PAD 318,536,052 417,417,849 362,012,449 
4 Kabupaten Kendal 
Pajak Daerah 84,832,641 109,391,830 109,920,350 
Retribusi Daerah 21,046,892 25,099,420 29,922,101 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
11,828,347 27,401,594 19,129,716 
Lain-lain PAD yang Sah 147,590,692 243,019,145 174,537,651 
Total PAD 265,298,572 404,911,989 333,509,818 
5 Kabupaten Demak 
Pajak Daerah 90,281,108 128,974,164 97,007,000 
Retribusi Daerah 18,564,132 21,053,350 21,914,564 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
12,602,886 15,195,097 15,468,750 
Lain-lain PAD yang Sah 166,009,375 144,389,796 141,336,300 










6 Kota Surakarta 
Pajak Daerah 252,052,998 288,421,243 275,053,000 
Retribusi Daerah 59,650,827 61,543,331 65,361,334 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
7,290,938 20,058,584 12,193,548 
Lain-lain PAD yang Sah 106,508,014 157,521,067 100,899,666 
Total PAD 425,502,777 527,544,225 453,507,548 
7 Kabupaten Sukoharjo 
Pajak Daerah 182,010,505 221,901,158 132,150,000 
Retribusi Daerah 23,447,335 22,340,481 20,535,117 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
11,388,912 15,495,304 19,606,058 
Lain-lain PAD yang Sah 146,316,676 204,830,467 128,057,343 
Total PAD 363,163,428 464,567,410 300,348,518 
8 Kabupaten Klaten 
Pajak Daerah 75,574,747 105,307,698 100,232,189 
Retribusi Daerah 22,559,038 12,667,981 14,797,502 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
9,025,862 9,742,871 9,827,999 
Lain-lain PAD yang Sah 117,037,762 243,801,784 226,916,653 
Total PAD 224,197,409 371,520,334 351,774,343 
9 Kabupaten Boyolali 
Pajak Daerah 84,362,392 103,389,100 90,550,000 
Retribusi Daerah 14,899,472 14,753,886 14,954,754 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
9,344,480 15,138,775 11,396,564 
Lain-lain PAD yang Sah 183,703,688 254,733,119 173,588,088 
Total PAD 292,310,032 388,014,880 290,489,406 
10 Kabupaten Sragen 
Pajak Daerah 66,168,667 82,767,723 65,540,000 
Retribusi Daerah 15,785,140 14,932,041 11,681,911 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
13,549,862 14,135,271 14,667,006 
Lain-lain PAD yang Sah 201,672,665 292,720,731 201,329,948 




Pajak Daerah 127,624,565 150,746,369 136,000,000 
Retribusi Daerah 25,313,106 24,068,314 23,162,915 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
8,554,965 11,040,504 13,054,053 
Lain-lain PAD yang Sah 139,815,167 229,287,376 145,252,476 









12 Kabupaten Wonogiri 
Pajak Daerah 34,831,059 46,909,993 40,600,000 
Retribusi Daerah 19,751,518 20,620,835 21,899,211 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
- 13,847,658 14,428,429 
Lain-lain PAD yang Sah 164,022,277 252,461,949 150,537,511 
Total PAD 218,604,854 333,840,435 227,465,151 
13 Kabupaten Pati 
Pajak Daerah 64,394,885 73,677,157 66,339,000 
Retribusi Daerah 17,932,142 19,009,369 17,519,186 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
15,403,121 14,643,421 15,937,500 
Lain-lain PAD yang Sah 224,271,453 321,044,803 221,023,340 
Total PAD 322,001,601 428,374,750 320,819,026 
14 Kabupaten Kudus 
Pajak Daerah 84,453,872 103,927,599 96,928,323 
Retribusi Daerah 16,799,374 19,849,729 27,034,115 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
6,437,703 17,677,059 6,759,586 
Lain-lain PAD yang Sah 184,114,567 224,576,817 188,327,866 
Total PAD 291,805,516 366,031,204 319,049,890 
15 Kabupaten Jepara 
Pajak Daerah 96,623,792 87,396,253 89,352,500 
Retribusi Daerah 38,657,736 20,543,967 18,783,171 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
8,214,999 12,812,995 10,379,784 
Lain-lain PAD yang Sah 179,013,226 210,307,754 206,679,860 
Total PAD 322,509,753 331,060,969 325,195,315 
16 Kabupaten Rembang 
Pajak Daerah 48,420,955 59,734,947 96,286,250 
Retribusi Daerah 23,985,514 20,730,064 23,158,499 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
6,564,459 9,212,739 9,257,000 
Lain-lain PAD yang Sah 155,197,437 228,371,516 151,902,705 
Total PAD 234,168,365 318,049,266 280,604,454 
17 Kabupaten Blora 
Pajak Daerah 41,046,676 48,450,528 46,873,000 
Retribusi Daerah 9,778,925 8,382,715 11,014,803 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
8,105,618 21,582,775 13,978,000 
Lain-lain PAD yang Sah 124,718,691 201,631,432 119,887,131 









18 Kabupaten Grobogan 
Pajak Daerah 58,622,010 70,776,442 58,510,000 
Retribusi Daerah 29,772,753 13,700,575 11,736,415 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
11,908,003 27,965,739 15,147,500 
Lain-lain PAD yang Sah 198,908,548 328,013,480 218,512,324 
Total PAD 299,211,314 440,456,236 303,906,239 
19 Kota Pekalongan 
Pajak Daerah 52,837,473 61,252,653 58,500,000 
Retribusi Daerah 16,796,838 15,108,812 17,506,628 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
9,977,587 4,966,678 5,211,000 
Lain-lain PAD yang Sah 98,990,167 110,674,728 108,905,340 
Total PAD 178,602,065 192,002,871 190,122,968 
20 Kabupaten Pekalongan 
Pajak Daerah 40,771,237 47,296,813 55,719,242 
Retribusi Daerah 7,397,615 8,583,644 13,995,911 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
5,809,130 7,506,942 8,617,916 
Lain-lain PAD yang Sah 256,594,599 242,006,900 282,173,498 
Total PAD 310,572,581 305,394,299 360,506,567 
21 Kabupaten Batang 
Pajak Daerah 52,924,110 65,998,670 71,233,524 
Retribusi Daerah 16,604,427 18,377,484 18,495,904 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
7,664,770 8,641,821 9,541,372 
Lain-lain PAD yang Sah 132,727,334 126,789,154 135,791,709 
Total PAD 209,920,641 219,807,129 235,062,509 
22 Kabupaten Pemalang 
Pajak Daerah 45,544,391 64,270,887 57,800,000 
Retribusi Daerah 26,048,635 27,884,961 27,144,000 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
37,153,820 15,471,279 14,263,703 
Lain-lain PAD yang Sah 166,685,568 318,266,140 156,246,000 
Total PAD 275,432,414 425,893,267 255,453,703 
23 Kota Tegal 
Pajak Daerah 53,623,299 69,042,456 66,407,133 
Retribusi Daerah 21,137,859 19,857,864 21,368,509 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
3,992,599 14,707,658 3,393,987 
Lain-lain PAD yang Sah 208,588,417 203,222,678 206,962,212 









24 Kabupaten Tegal 
Pajak Daerah 69,810,606 96,425,288 96,590,344 
Retribusi Daerah 21,313,939 20,047,125 21,968,290 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
11,403,679 25,475,140 21,186,048 
Lain-lain PAD yang Sah 213,522,966 233,583,612 260,164,823 
Total PAD 316,051,190 375,531,165 399,909,505 
25 Kabupaten Brebes 
Pajak Daerah 66,690,741 81,398,484 88,214,000 
Retribusi Daerah 12,495,661 12,713,223 15,725,187 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
5,769,105 22,098,300 7,352,689 
Lain-lain PAD yang Sah 254,200,556 412,626,437 244,798,006 
Total PAD 339,156,063 528,836,444 356,089,882 
26 Kabupaten Banyumas 
Pajak Daerah 147,356,152 199,612,331 173,350,000 
Retribusi Daerah 27,310,275 27,692,042 28,265,696 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
12,416,230 13,539,482 12,467,836 
Lain-lain PAD yang Sah 354,335,730 378,857,773 372,257,189 
Total PAD 541,418,387 619,701,628 586,340,721 
27 Kabupaten Cilacap 
Pajak Daerah 137,808,910 156,393,831 150,000,000 
Retribusi Daerah 31,090,889 32,433,916 34,958,209 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
13,879,983 36,067,024 19,019,054 
Lain-lain PAD yang Sah 245,818,568 420,920,327 216,619,161 
Total PAD 428,598,350 645,815,098 420,596,424 
28 Kabupaten Purbalingga 
Pajak Daerah 43,581,898 56,458,638 48,276,134 
Retribusi Daerah 37,909,537 46,262,719 46,833,888 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
13,868,136 17,478,132 18,707,382 
Lain-lain PAD yang Sah 156,454,043 235,659,514 142,710,709 




Pajak Daerah 41,588,879 48,468,199 48,941,140 
Retribusi Daerah 26,557,120 29,696,773 31,853,491 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
27,392,348 11,231,742 118,083,622 
Lain-lain PAD yang Sah 125,510,038 208,088,668 - 









30 Kota Magelang 
Pajak Daerah 25,974,836 31,206,960 30,096,800 
Retribusi Daerah 6,663,310 6,243,022 4,780,203 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
6,182,280 7,711,404 7,458,617 
Lain-lain PAD yang Sah 181,495,423 188,396,328 175,488,174 
Total PAD 220,315,849 233,557,714 217,823,794 
31 Kabupaten Magelang 
Pajak Daerah 97,101,526 112,344,030 119,704,741 
Retribusi Daerah 15,587,691 20,445,297 25,993,558 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
17,643,064 20,805,305 22,190,974 
Lain-lain PAD yang Sah 158,153,399 249,966,605 186,357,354 
Total PAD 288,485,680 403,561,237 354,246,627 
32 Kabupaten Kebumen 
Pajak Daerah 62,838,508 79,479,455 89,976,000 
Retribusi Daerah 25,432,356 22,655,158 47,325,928 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
6,895,863 21,901,327 9,416,000 
Lain-lain PAD yang Sah 195,849,594 319,572,923 200,591,691 
Total PAD 291,016,321 443,608,863 347,309,619 
33 Kabupaten Purworejo 
Pajak Daerah 42,380,061 53,416,617 48,233,819 
Retribusi Daerah 10,662,278 11,731,250 14,486,738 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
6,380,441 22,586,344 9,615,009 
Lain-lain PAD yang Sah 196,176,462 210,872,285 194,959,032 




Pajak Daerah 32,480,986 38,291,278 36,046,000 
Retribusi Daerah 63,764,883 16,687,219 17,109,186 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
13,013,670 13,762,738 12,594,000 
Lain-lain PAD yang Sah 172,068,610 239,725,513 175,442,781 
Total PAD 281,328,149 308,466,748 241,191,967 
35 Kabupaten Wonosobo 
Pajak Daerah 30,274,645 38,328,722 34,942,500 
Retribusi Daerah 11,013,605 10,302,667 8,643,217 
Hasil Perusahaan Milik 
Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
12,070,309 25,659,728 16,465,035 
Lain-lain PAD yang Sah 146,536,208 234,879,639 145,759,559 
Total PAD 199,894,767 309,170,756 205,810,311 








Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018 
No Kabupaten/Kota 
Tahun 
2016 2017 2018 
1 Kota Semarang 654,723,238,950 654,204,191,275 691,484,475,575 
2 Kota Salatiga 49,117,999,350 49,891,373,875 52,728,553,525 
3 Kabupaten Semarang 100,469,371,725 120,698,748,450 149,887,283,275 
4 Kabupaten Kendal 82,958,263,350 95,864,739,525 103,296,776,875 
5 Kabupaten Demak 77,261,079,475 86,920,743,250 105,975,818,825 
6 Kota Surakarta 190,829,855,825 210,500,147,825 224,684,729,475 
7 Kabupaten Sukoharjo 90,197,749,700 102,939,299,975 121,254,165,775 
8 Kabupaten Klaten 127,510,682,475 144,997,158,325 159,823,241,450 
9 Kabupaten Boyolali 84,552,322,250 91,213,923,150 99,821,192,025 
10 Kabupaten Sragen 99,959,379,250 110,317,106,025 122,326,548,825 
11 Kabupaten Karanganyar 96,219,187,075 111,637,475,350 120,456,970,600 
12 Kabupaten Wonogiri 71,891,212,600 82,888,779,850 94,688,052,675 
13 Kabupaten Pati 119,541,893,300 137,047,463,750 157,766,198,125 
14 Kabupaten Kudus 107,336,230,775 121,546,224,275 135,208,970,575 
15 Kabupaten Jepara 93,247,770,500 110,134,042,875 120,274,247,525 
16 Kabupaten Rembang 52,823,579,175 61,057,455,725 65,622,082,325 
17 Kabupaten Blora 58,738,884,850 63,813,886,425 71,107,225,125 
18 Kabupaten Grobogan 84,846,189,750 97,980,153,175 111,485,063,900 
19 Kota Pekalongan 58,625,302,875 65,624,781,650 74,145,301,550 
20 Kab Pekalongan 49,294,592,175 56,295,845,750 65,145,269,500 
21 Kabupaten Batang 48,977,297,450 55,323,675,175 63,779,120,100 
22 Kan Pemalang 78,218,868,350 89,601,503,725 100,553,952,550 
23 Kota Tegal 46,686,396,650 54,280,467,475 64,917,151,025 
24 Kabupaten Tegal 75,483,521,725 84,030,656,900 94,559,194,725 
25 Kabupaten Brebes 98,653,820,900 119,120,781,775 122,543,928,775 
26 Kabupaten Banyumas 135,288,249,050 159,077,962,250 173,475,627,175 
27 Kabupaten Cilacap 132,108,591,975 149,906,920,450 164,019,395,050 
28 Kabupaten Purbalingga 68,063,576,000 74,742,850,450 81,897,542,825 
29 Kabupaten Banjarnegara 55,524,490,675 60,218,591,325 65,361,150,250 
30 Kota Magelang 50,153,799,250 60,139,248,825 58,461,355,175 
31 Kabupaten Magelang 77,722,307,375 95,576,065,750 108,097,218,875 
32 Kabupaten Kebumen 75,924,676,150 85,276,819,475 93,482,993,425 
33 Kabupaten Purworejo 53,512,101,300 60,988,380,475 68,669,672,225 
34 Kabupaten Temanggung 54,183,426,550 60,175,493,025 65,079,309,650 
35 Kabupaten Wonosobo 52,608,046,525 60,514,134,250 66,069,975,725 










2016 2017 2018 
1 Kota Semarang 470,901,308,225 522,335,954,025 569,498,675,075 
2 Kota Salatiga 30,761,662,500 29,660,434,000 34,576,774,000 
3 Kabupaten Semarang 94,865,458,400 100,383,938,575 115,530,375,000 
4 Kabupaten Kendal 79,861,273,475 90,282,330,050 101,321,512,500 
5 Kabupaten Demak 97,064,769,750 103,886,392,900 126,720,842,500 
6 Kota Surakarta 121,104,343,250 127,379,969,500 139,597,619,500 
7 Kabupaten Sukoharjo 93,084,823,400 94,262,878,600 109,483,998,000 
8 Kabupaten Klaten 112,198,984,750 111,505,787,000 125,522,827,000 
9 Kabupaten Boyolali 78,750,501,000 76,432,346,750 88,106,562,400 
10 Kabupaten Sragen 78,807,431,650 76,581,243,000 94,253,653,000 
11 Kabupaten Karanganyar 78,446,463,900 82,385,891,900 94,393,519,000 
12 Kabupaten Wonogiri 49,418,878,150 48,091,473,000 57,005,441,650 
13 Kabupaten Pati 103,291,184,500 108,413,482,225 134,429,544,050 
14 Kabupaten Kudus 86,207,440,050 93,049,186,200 109,601,394,000 
15 Kabupaten Jepara 89,887,576,300 100,759,052,425 112,405,852,775 
16 Kabupaten Rembang 41,575,743,275 47,409,341,200 55,527,185,550 
17 Kabupaten Blora 40,596,635,750 39,170,204,775 45,346,438,925 
18 Kabupaten Grobogan 72,283,817,950 84,332,271,025 103,627,891,000 
19 Kota Pekalongan 34,229,883,775 35,886,342,025 39,570,527,100 
20 Kab Pekalongan 56,951,479,025 66,344,549,350 69,757,870,000 
21 Kabupaten Batang 50,373,472,375 63,567,286,500 68,575,045,000 
22 Kan Pemalang 82,560,336,600 89,532,246,025 95,545,763,875 
23 Kota Tegal 34,003,586,500 38,078,777,750 39,226,145,000 
24 Kabupaten Tegal 105,377,138,750 110,110,423,850 112,128,925,500 
25 Kabupaten Brebes 102,302,088,900 100,313,092,500 98,024,413,750 
26 Kabupaten Banyumas 114,856,206,425 114,481,642,000 131,094,451,925 
27 Kabupaten Cilacap 115,022,235,150 116,149,456,500 135,523,442,150 
28 Kabupaten Purbalingga 50,063,988,775 49,647,295,000 53,743,624,875 
29 Kabupaten Banjarnegara 45,376,472,675 45,961,565,200 51,555,430,000 
30 Kota Magelang 23,077,218,325 19,241,206,600 20,698,549,525 
31 Kabupaten Magelang 71,190,628,850 74,373,302,000 89,462,972,600 
32 Kabupaten Kebumen 59,070,899,250 57,228,820,275 65,404,958,525 
33 Kabupaten Purworejo 39,097,063,750 39,248,462,375 45,296,108,025 
34 Kabupaten Temanggung 37,120,913,250 34,924,008,900 44,031,378,000 
35 Kabupaten Wonosobo 37,974,282,075 39,808,520,000 46,773,962,500 






Realisasi Pajak Air Permukaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018 
No Kabupaten/Kota 
Tahun 
2016 2017 2018 
1 Kota Semarang 308,519,600 444,077,750 744,575,800 
2 Kota Salatiga 27,949,300 34,131,135 44,387,825 
3 Kabupaten Semarang 952,489,539 1,073,395,376 1,095,571,798 
4 Kabupaten Kendal 25,475,000 28,807,000 35,592,000 
5 Kabupaten Demak 107,648,000 138,655,450 168,910,000 
6 Kota Surakarta 58,574,850 59,691,100 49,199,050 
7 Kabupaten Sukoharjo 127,948,000 143,781,000 194,807,500 
8 Kabupaten Klaten 141,405,000 384,463,000 469,324,000 
9 Kabupaten Boyolali 51,297,997 81,091,413 145,269,722 
10 Kabupaten Sragen 29,255,200 21,331,050 13,550,100 
11 Kabupaten Karanganyar 213,601,470 227,865,850 300,652,823 
12 Kabupaten Wonogiri 334,448,634 369,453,991 382,859,606 
13 Kabupaten Pati 49,593,500 57,588,000 60,365,000 
14 Kabupaten Kudus 13,591,000 11,460,015 11,121,400 
15 Kabupaten Jepara 0 0 0 
16 Kabupaten Rembang 15,143,460 52,908,435 67,372,830 
17 Kabupaten Blora 50,030,000 54,826,525 56,831,150 
18 Kabupaten Grobogan 325,532,002 779,845,369 673,092,137 
19 Kota Pekalongan 0 0 0 
20 Kab Pekalongan 86,328,250 177,199,000 200,699,100 
21 Kabupaten Batang 40,814,000 120,940,000 215,680,000 
22 Kan Pemalang 194,501,000 134,093,600 146,650,500 
23 Kota Tegal 0 0 0 
24 Kabupaten Tegal 60,527,100 164,272,055 241,973,495 
25 Kabupaten Brebes 78,432,250 213,566,745 197,951,140 
26 Kabupaten Banyumas 447,088,498 492,126,929 545,021,260 
27 Kabupaten Cilacap 1,817,382,945 1,837,769,678 1,980,861,158 
28 Kabupaten Purbalingga 19,112,300 20,318,000 200,660,200 
29 Kabupaten Banjarnegara 2,939,150,277 2,913,672,271 2,615,471,346 
30 Kota Magelang 11,198,400 32,142,610 48,540,700 
31 Kabupaten Magelang 2,952,000 145,048,023 541,675,825 
32 Kabupaten Kebumen 536,935,130 634,277,341 747,282,712 
33 Kabupaten Purworejo 22,464,325 25,898,955 65,166,075 
34 Kabupaten Temanggung 11,333,850 83,465,910 220,826,100 
35 Kabupaten Wonosobo 150,293,955 464,608,623 501,405,351 







Hasil Analisis Data 
1. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 





Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation ,98547138 
Most Extreme Differences Absolute ,067 
Positive ,067 
Negative -,041 
Test Statistic ,067 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
b. Uji Multikolonieritas 





1 (Constant)   
PKB ,041 24,231 
BBNKB ,041 24,246 
PAP ,991 1,009 











c. Uji Heterokedastisitas 





Coefficients T Sig. 





 8,912 ,000 
PKB 1,550 ,344 ,640 4,509 ,000 
BBNKB ,978 ,436 ,318 2,242 ,027 
PAP 11,505 12,696 ,026 ,906 ,367 
a. Dependent Variabel: PAD 
 
d. Uji Autokorelasi 









2. Analisis Regresi Linear Berganda 






B Std. Error Beta 
1 (Constant) 99271789635,407 11138970690,181  
PKB 1,550 ,344 ,640 
BBNKB ,978 ,436 ,318 
PAP 11,505 12,696 ,026 
a. Dependent Variabel: PAD 




a. Predictors: (Constant), PAP, PKB, BBNKB 





3. Uji Hipotesis 
a. Uji f 
 Hasil Uji f 
                   ANOVAa 
Model F Sig. 
1 Regression 366,906 ,000b 
Residual   
Total   
a. Dependent Variabel: PAD 
b. Predictors: (Constant), PAP, PKB, BBNKB 
 
b. Uji t 




1 (Constant) 8,912 ,000 
PKB 4,509 ,000 
BBNKB 2,242 ,027 
PAP ,906 ,367 
a. Dependent Variabel: PAD 
 
4. Koefisien Determinasi 
Hasil Uji Koefisiensi Determinasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 
,957a ,916 ,913 
73195697829,1
69 
a. Predictors: (Constant), PAP, PKB, BBNKB 
b. Dependent Variabel: PAD 
 
